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PERA]-URAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKI.IIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAfulOSIR,

bahwa sebagar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Norrroi' 'l-1

Tahr-rn 2011 tentang Palak Daerah perlu ditetapkan Petunyuk Teknrs
Pelaksanaan Perrgelolaan Palak Daerah.
bal-rwa berdasarkan pertimbangan sebagainrana dirnaksld dalarn huruf a,

perlu nrenetapkan F'eraturan Bupati Sannosir tentang Petunlulk Tei.<nls

Pelaksanaarr Pengelolaan Palak Daerah Kabupaten Samosir,

Llirdang-U;rclang Norlor 17 l-ahurr 2003 ientang Keuangan Negara (Lembaran
Ne,gara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambal-ran Lenrbar;rn
Negara Republrk lndonesra Nonror 4287).
Unclang-Undarrg llomor 36 TalrLrn 2003 tentang PembentuKan l(abupaicrr
Samosir dan Kaburpaten Serdang Bedagar di Proprnsi Sumalera Utirra
(Lenrbaran Negara Republik lndonesia Tahun 200Ii Non'rc,r 151 l-embaharr
L-ernbaran l.legara RepLiblrl< lndonesi:"t 434i))
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbencrai..araa!'t lleEara
(Lerrbararr Negara Republik lndonesia Talrun 2004 Nonior 5, Tambanan
l-erlbarar: Nectara Republik lntJonesia Nomor a355),
Undang-Unciang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penreriksaan Penqelola;irr
c1a rr Tanqg u rrgjaiva b Keuangan I'legara (Lem baran I'leg ara Repr-ibirk I rrcionesia
I'ahun 20C:l i'Jomor 66 Tambaharr l-enrbar-an Negara Republrk lncionesia
Norrcr  a00),

Undang-Urrciang Nonror 32 Tahirn 2004 tentang Pernerint:rhan Daererlr
(Lenrbaran l\legara Republik lndonesia Tahun 2004 l'lomor 1?-5 Tarlbahilrr
Lenioaran Negara Republik lndonesia Nonror 4437) sebagarnrana L€r erh dtib;rii
beberapa kali. tr:rakhir dengan Undang-Undarrg lrlomor 12 -l'airrrrr 2ClE tentarit
Perubal-ran Kedua atas Urrciarr.q-Undang Nonror 32 -1-alr:lr: :!AA4 tentatng
Peryterirrtahan Daerah (Lenrbar-arr Negara RepLibllk lndcne,sja -fahurr 20r)r
Nomor 59 l-arnbahan Lembaran l\egara Republrk indonesia Nonror 41144)

Undang-Unciang Nontor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerarr dan Reir.ibrsr
[)aetah {l.entbaran Negara Republil< lrrcionesia Tahun 20i]9 I'Jllnrcr 13{j

l-nrrtbahar-r Lerlbaran Negara Re1:ublil< Indcnesia [Jornor 5049)
i,lriderng-t-!ncl:lng Nomcr 12 [ahurn 2A11 tentang Pembentirl<,,iit i:el'alrrili
F'erunclant-1-irtrdangan (Len'rfraran Negara Fleptrblrk lndone:'ia r--aitun',!0i't
[.l oir]or 82 Tanr ba han L em bara n I'Jeg;a ra Ftepu bi ik i ndorres j;: l{or,-roli 5?-34't

Fret'alltratr Periierrrttair Nonror il8 Tairun 2005 tr,.rrrang Pengeioia,rn i(eu:;n!r"t;-r
L)aarah lL.errtbaran Neg;ara iiepublri< lncicr,e sia -[ahurn 2005 lrlomoi 1,1C)
-f 

anr hra han L e;'rr baran Neglra i{eor-rblik I nCorres i;t I.lorlor 457 t 1,



Menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor 11 Tahun 20'll tentang pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 40 Seri c
Nomor 31);

10. Peraturan Menteri Dalam Negerr Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturar,
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OOO tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
Pemerintah Daerah adalah Bupati samosir dan perangkat Daerah
Kabupaten samosir sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah
Kabupaten Samosir

3 Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Samosir.
4" Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di brdang Perpajakan

Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk
oleh DPRD Kabupaten samosir dengan persetujuan bersama Bupati
Samosir.
Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Samosir
satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat sKpD adalah
unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
yang terdiri dari sekretariat Daerah, sekretariat DPRD Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontnbusr walib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi Perseroan Terbatas Perseroan Komanditer, perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Mitik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi Koperasi Dana
Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa,
organisasi Sosial Politik, atau organisasi larnnya, Lembaga dan Bentuk
Badan lainnya termasuk Kontrak lnvestasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap
Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang drsedrakan oleh restoran.
Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau nrinuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin.
warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraarr reklame
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentr-rk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menaril< perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat diijhat, dibaca
didengar dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

14 Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan
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15 Sublek Palak adalah orang pribadr atau Badan yang dapat drkenakan p,rjak
16 walib Pajak adalah orang pribadr atau Badan, melrputr pembayar parak

penrotong Payak dan pemungut Pajak, yang mempunyar hak dan kewajrb.rn
Perpalakan sesuai degan Ketentuan Peraturan Perundang undangan
Perpalakan Daerah
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau yangka waktu
lain yang dratur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lanra 3 (tiga) bulan
kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk nrenghrtung. menyetor,
dan melaporkan Pa.1ak yang terutang

1B Tahun Palak adalah yangka waktu yang lamanya 1(satLr) tahun kalender.
kecuali brla wajib Palak menggunakan tahun buku yang trdak sama dengan
tahun kalender

19 Pa.1ak yang terutang adalah Payak yang

Perundang-undangan

20 Pemungutan adalah suatu rangkaran kegiatan mr,rlai dari penghrmpunan data
objek dan sublek Pa1ak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampal
kegiatan penagrhan Pajak kepada wajib palak serta pengawasan
penyetora nnya

21 Self Assesrnent adalah
melaporkan, dan menyetor

22 Offrcial Assesment adalah
berdasarkan Objek Pajak
Wajib Pajak
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanlutnya drsrngkat sprpD
adalah surat yang oleh walrb pajak digurnakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran Palak. objek palak dan/atau bukan
objek Pajak dan/atau harta dan kewayrban seserai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Perpalakan Daerah
surat Setoran Pajak Daerah, yang selan.lutnya disrngkat sspD adaiah buktr
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakLrkan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah
melalui tempat pembayaran yang drtunjuk oleh Kepala Daeral.r
surat Ketetapan Palak Daerah, yang seranjutnya disingkat sKpD adalah
surat Ketetapan Payak yang menentukan besarnya .lunrlah pokok pajak vang
terutang
Surat Ketetapan Pa.1ak Daerah Kurang Bayar, yang selanlutnya disingkar
SKPDKB" adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya juqrlair
pokok Pajak jumlah kredit Pajak, lumlah kekurangan pembayaran pokok
Palak besarnya sanksi admrnrstratif dan.lumlah pajak Vang nrasth harus
dibaya r

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanyutnya
disrngkat SKPDKBT, adalah surat Ketetapan palak yang menentukan
tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan
surat Ketetapan Palak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya drsrngkat
SKPDLB, adalah Surat Ketetapan palak yang menentukan jumtah kelebihan
pembayaran Pajak karena jumlah kredit palak lebih besar daripada payak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang
Surat Tagihan Pa.1ak Daerah, yang selanjutnya drsingkat STPD adalah surat
untuk nrelakukan tagihan Pa.1ak dan/atau sanksi admrnistratif berupa bunga
dan/atau denda
Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan
kesalahan tulrs kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan terlentu dalam Peraturan perunciang-undangan perpajak;rn
Daerah yang terdapat dalam surat pemberrtahuan palak rerutang.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar
surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihrl, Surat Ketetapan pa.1ax Daerah Lebrh Bayar Surat
Tagihan Pajak Daerah Surat Keputusan PembetLrtan, atar,r Surat Kepulrtsan
Kohorrian

dalam l\/asa Pa.1ak dalam Tahun Pajak
sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Daerah

harus dibayar pada
atau dalam Bagian

suatu saat,
Tahun Pa.1ak

Perpalakan

menrperhitungkan,

oleh Pelabat Palak
dtmanfaatkan oleh

Wayib Pajak menghitLrng
yumlah Palak yang terutang
Palak yang terutang ditetapkan
yang diterima, dimilikr atau
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31 surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan pajak rerutang, surat Ketetapan pajak
Daerah, surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, surat Ketetapan pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan pajak Daerah Nihil, surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atair
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib pajak.
Putusan Banding adalah Putusan Badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang drlakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan rnformasr keuangan yang melrputr harta,
kewa.liban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun Laporan
Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk periode Tahun
Pajak tersebut.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguli kepatuhan
pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka
melaksanakan Ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
Perpajakan Daerah yang terjadi serla menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2
Petunluk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah mencakup seluruh
rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan
dan melaporkan Pajak Daerah
Petunjuk reknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a Penetapan Nilai Sewa Reklame;
b. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
c. Krtteria Wajib Pajak Restoran dan Penentuan Besaran Omzet serta Tata

Cara Pembukuan atau Pencatatan pajak Restoran;
d. Tata Cara Pengisian, Penerbitan dan penyampaian SpTpD;
e. Tata cara Pengisian, Penerbitan dan penyampaian sKpD, sKpDKB dan

SKPDKBT,
f Tata Cara Pembayaran, penyetoran, Tempat pembayaran
g Tata Cara Angsuran dan penundaan pembayaran palak;
h Tata Cara Penagihan Pajak Dengan Surat paksa;
i. Tata cara Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif dan

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak;
j Tata Cara Pengembalian Kelebihan pembayaran palak;
k Tata Cara Pemeriksaan pajak; dan
l. Tata cara Penghapusan piutang palak yang sudah Kadaluwarsa.
Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah
penentuan besaran Nilai Sewa Reklame sebagai dasar perhitungan pajak
Reklame.
Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf b
adalah penentuan besaran Nilai perolehan Air Tanah sebagai dasar
pengenaan Pajak Air Tanah
Kriteria wajib Pajak dan penentuan Besaran omzet serta Tata cara
Pembukuan atau Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lruruf c
adalah Prosedur Penetapan walib pajak berdasarkan omzet yang diterrma
setiap bulan dan Prosedur Pembukuan Daftar wajib palak Restoran

JZ

JJ
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



(6)

(7)

(B)

Tata cara Pengisian, Penerbitan dan Penyampaian sprpD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah Prosedur pengisran, penerbitan dan
Penyampaian sPTPD untuk menetapkan Jumlah pajak Daerah yang
Terutang.
Tata cara Pengisian, Penerbitan dan Penyampaian sKpD sKpDKB dan
SKPDKBT sebagarmana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur
Pengisian. Penetapan dan Penyampaian sKpD, SKpDKB dan SKpDKBI
yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi pa.1ak Daerah
Tata cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur pembayaran dan
Penyetoran Pajak rerutang yang dilakukan oleh wajib pajak melalur
Bendahara Penerimaan pada SKPD yang membidangi pajak Daerah atau
Kas Daerah dengan menggunakan SSpD.
Tata cara Angsuran dan Penundaan pembayaran pajak sebagarmana
dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur pembayaran oleh wajib
Palak dengan cara mengangsur maupun menunda pembayaran pa.1ak

Terutang dalam langka waktu tertentu.
(10) Penagihan Pa;ak Dengan Surat Paksa sebagaimana drmaksud pada ayat (2)

huruf h adalah proses penagihan terhadap Wajib Pajak sampai dengan tahap
penyitaan

(11) Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif cJan
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana djmaksud
pada ayat (2) huruf i adalah prosedur pengurangan atau penghapusan
Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak
dari Wajib Pajak.

(12) Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf j adalah prosedur pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak yang dilakukan oleh Wajib pajak.

(13) Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k
adalah prosedur pemeriksaan Jumlah palak rerutang yang dilakukan
terhadap Wajib Pajak

(14) Tata cara Penghapusan piutang pajak yang Sudah Kadaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf I adalah prosedur penghapusan
Pajak yang tidak dapat ditagih lagr

Pasal 3
(1) Dalam rangka penerapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan palak

Daerah sebagaimana dimaksud daram pasal 2, sKpD yang membidangi
Palak Daerah menyiapkan fungsr yang dibutuhkan meliputi:
a. Fungsi Perencanaan dan pengendalian Operasional;
b. Fungsi Penetapan;
c. Fungsi Penagihan; dan
d. Fungsi Pembukuan dan pelaporan.

Fungsi Perencanaan dan Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a bertugas melaksanakan penyusunan Rencana,
Pembinaan Teknis Pemungutan, pemantauan, penggalian dan peningkatan
Penerimaan Pajak Daerah
Fungsi Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b bertugas
menyiapkan bahan Pelaksanaan penghitungan dan penetapan Besaran
Jumlah Pajak Daerah Terutang.
Fungsi Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlugas
menyiapkan bahan pelaksanaan penagihan pajak Daerah yang telah
melampaui Batas waktu Jatuh rempo, melayani Keberatan dan permohonan
Bandino

(e)

(2)

(3)

(4)



(s) Fungsi Pembukuan dan peraporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d berlugas menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan dan
Pelaporan Realisasi penerimaan palak Daerah.

BAB III
PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 4
Dasar pengenaan pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak Ketiga, Nilai sewa Reklame
sebagaimana dimaksuo paoa pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan NilarKontrak Reklame.
Dalam hal Rekrame diserenggarakan sendrri, Nirai sewa Rekramesebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rekrame
Papan/Bilboard/Videotron/Megatron dan sejenisnya, Reklame Kain ReklameMelekat, Reklame serebaran, Nilai sewa Rekrame dihitung denganmemperhatikan indeks jenis, tarif jenis, indeks rokasi, langt<a *ut t,penyeleggaraan, lumlah Reklame dan ukuran Media Reklame
Dalarn hal Rekrame diserenggarakan sendirr, Nirai sewa Rekrame
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk Reklame Film/slide, ReklamePeragaan dan Rekrame suara Nirai sewa Rekrame dihitung dengan
memperhatikan indeks jenis, tarif jenis dan jangka waktu penyetengg 

^ru^i.Dalam hal Reklame diselenggarakan 
-ru-noiri, 

Nilai sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rekrame berjaran, RekrameUdara dan Rekrame Apung, Nirai sewa Rekrame drhitung denganmemperhatikan indeks jenis, tarif jenis, jangka waktu penyerengg araan,jumlah Reklame dan ukuran media Reklame.
Tata cara menghitung palak Reklame Terutang adalah Nilai sewa Reklame
dikali tarif Pajak Reklame sebesar 20 % (dua pu"luh perseratus)
Nilai Sewa Reklame adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
trdak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 5
Dasar pengenaan palak Air Tanah adalah Nilai perolehan Air Tanah
Nilar Perolehan Air Tanah ditetapkan sebesar 30 % (tiga putuh perseratus)
dari rarif Dasar Air Minum yang ditetapkan oleh perirsahaan Daerah AirMinum (PDAM) Tirtanadi provinsl sumatera Utara yang berlaku di wilayah
Kabupaten Samosir dikali volume air yang terpakai
Tata cara menghitung Pajak Air Tanah ierutang adalah Nilai perolehan ArrTanah dikali tarif pajak Air Tanah sebesar l0 % ftepuluh perseratus).

(1)
(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(1)
(2)

(3)

BAB V
KRITERIA WAJIB PAJAK RESTORAN DAN PENENTUAN BESARAN OMZETSERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN PAJAK RESTORAN

pasal 6(1) Fungsi Penetapan menyiapkan dan meyampaikan sprpD kepada
Pengusaha Rumah Makan/Restoran.

I

(2) Pengusaha Rumah Makan/Restoran mengisi
omzet yang diterima dalam i bulan dan
Penetapan.

SPTPD dimaksud berdasarkan
menyampaikan kepada Fungsr

(3) Fungsi Penetapan membukukan sprpD yang diterima dan SprpD yang
omzetnya diatas Rp. 3.000.000,- (tiga juta) menjadi wajib pajak(4) Kriteria Wajib Pajak Restoran dan Penentuan Besaran omzet serta TataCara Pembukuan atau Pencatatan Pajak Restoran adalah sebagarmana
tercantum dalam Lampiran ll yang tidak terpisahkan dari peraturan BJpati ini

BAB V ...................t



BAB VI
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Tata cara pengisian, penerbitan dan penyampaian sprpD

Pasal 7(1) Fungsi Penetapan menyiapkan dan meyampaikan sprpD kepada wayib
Pa1ak.

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

walib Pajak mengisr sprpD dimaksud berdasarkan omzet yang diterima
dalam 1 bulan dan menyampaikan kepada Fungsi penetapan
sPTPD wa]ib disampaikan paling lambat tanggit 20 setiap bulan berikutnya
Apabila batas waktu penyampaian SprpD pada hari libur, maka oataspenyampaian SPTPD jatuh pada hari berikutnya.
sPTPD dianggap tidak disampaikan, apabira tidak ditandatangani oleh wajib
Pajak atau Penaggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Tata cara Penerbitan, pengisian dan penyampaian sprpD adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran lll yang tidak terprsahkan dari
Peraturan Bupati ini

(1)

(2)

Bagian Kedua
Tata cara Pengisian, penerbitan dan penyampaian sKpD, sKpDKB dan

SKPDKBT

pasal 8
Atas SPTPD yang telah diterima maupun atas perhitungan Fungsi penetapan
dapat menetapkan Jumlah pajak rerutang dalam suatu Masa pajak dengan
mengeluarkan SKpD.
Fungsi Penetapan menerbitkan SKpDKB untuk pajak
Bayar dan SKPDKBT untuk pajak Terutang Kurang
disampaikan kepada Wajib pajak dengan cara
a. langsung;
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa

Terutang yang Kurang
Bayar Tambahan dan

(3)
pengtflman surat

Tata Cara Penerbitan, pengisian
SKPDKBT adalah sebagalmana
terpisahkan dari Peraturan Bupati

dan Penyampaian SKPD,
tercantum dalam Lamprran
ini

kurir dengan bukti

SKPDKB dan
lV yang tidak

dan STPD walib dilunasi
selak tanggal diterbitkan

lama
(2)

(1)

(6) Pajak Terutang datam SKPDKB, SKpDKBT dan
kurang dibayar setelah latuh tempo pembayaran
pada ayat ('1), dikenakan sanksi administrasi berupa
perseratus) sebulan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran, penyetoran dan Tempat pembayaran

Pasal 9
Pajak Terutang datam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
dalam jangka waktu paling tama 3O (tiga puluh) hari
dengan menggunakan SSpD.
Pembayaran Pajak rerutang berdasarkan sprpD, dilaksanakan paling
15 (lima belas) hari setelah Masa pajak dengan menggunakan SSpD
Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari tlbur, maka batas waktu
pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada
Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
Apabila Pembayaran pajak rerutang dilakukan setelah Jatuh rempo
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan bunga
keterlambatan pembayaran sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan untut<jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan drtagih dengan
STPD

STPD yang tidak atau
sebagaimana dimaksud
bunga sebesar 2% (dua

(3)

(s)

(4)



(7) Tata Cara pembayaran
sebagaimana tercantum
Peraturan Bupati inr

Penyetoran, dan
dalam Lampiran V

Tempat Pembayaran adalah
yang tidak terpisahkan dari

Bagian Keempat
Tata cara Angsuran dan penundaan pembayaran pajak Daerah

(3)

(2)

(1)
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Pasal 10

Bagian Kelima
Penagihan pajak Dengan Surat paksa

Tata cara Angsuran dan penundaan pem bayaran pajak Daerah adarahsebagaimana tercantum daram Lampiran Vr yang tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati inr

(1)
pasal 1 1

Fungsi Penagihan meraksanakan tindakan penagihan pajak Daerah apabrrapalak yang terutang sebagaimana yang tercantum daram Surat Tagihan pa.1akDaerah (srpD), surat Ketetapan pajak Daerah (sKpD), Surat KetetapanPajak Daerah Kurang Bayar (sKpDKB), surat Ketetapan pajak DaerahKurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), surat Keputusan pembeturan suratKeputusan Keberatan, putusan Banding yang menyebabkan .lumrah pajakyang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang dibayar seterah jatuh tempoTindakan peraksanaan penagihan pa.1ak, diawari dengan penerbitan suratTeguran, surat peringatan atau surat rain yang selenis oreh pelabat ataukuasa yang ditunjuk oreh pejabat tersebut seterah 7 hari sejak saat jatuhtempo pembayaran.
Surat reguran, surat peringatan atau surat rarn yang selenis drterbrtkanapabila Penanggung pajak tidak merunasi utang p"j"k"nv, sampai dengantanggal jatuh tempo pembayaran.
surat reguran, tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang terahdisetului untuk mengangsur atau menunda pembayaran pa.laknya,
Apabila jumrah utang pajak yang masih harus dibayar tidak diiunasr orehPenanggung Palak setelah lewat wakt u 21 hari kalender selak diterbitkannyasurat reguran, Fungsi Penagihan segera menerbitkan surat paksa.
Pelaksanaan Surat paksa diranjutkan dengan penyitaan seterah rewat waktu 2(dua) kali 24 (dua puluh empat) iam setelah surat paksa disanrpaikan.Tata cara Penagihan Pajak dengan surat paksa adalah sebagaimana

l;,.'nt" 
daram Lampiran Vil yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupatr

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

rata cara Pensurang"" :;tJilffi:;Ln sanksi Administratir danPengurangan atau pembataran Ketetapan pajak Daerah

(1) Kepara ,or?_u_rns membida;3Xiff Daerah atas nama dan persetuluanBupati, berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikanPengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif Dan pengurangan
Atau pembatalan Ketetapan pajak.



(3)

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (.1) diajukan wajib palak
secara tertulis kepada Kepala sKpD yang membidangi pajak Daerah atas
nama Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo
pembayaran dengan melampirkan sekurang_kurangnya
a Besarnya pajak Terutang;
b Kemampuan Keuangan walib pajak yang didukung oreh

keterangan/bukti sah dari yang berwenang dan bagi wa.1ib pajak badan
usaha harus melampirkan Laporan Keuangan yang sah; danc Pemberian persetu.luan paring rama 3 (tiga) buran sejak permohonan
wajib Pajak diterima dengan ketentuan pengurangan maksrm al 50 %
(lima puluh perseratus) dari besarnya pajak Terutang;

Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan, Kepala sKpD y"ng nrurbidangi pajak
Daerah atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan wajib
Pajak dianggap dikabutkan.

(4) Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan
Pengurangan Atau pembataran Ketetapan pajak adarah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Vlll yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati
ini

Bagian Ketujuh
Tata cara Pengembarian Kerebihan pembayaran pajak Daerah

Pasal 13
Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib palak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala sKpD yang membidangi palak
Daerah atas nama Bupati.

(1)

(2)

(3)

Kepala SKPD yang membidangi pajak Daerah atas
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,
permohonan pengem balian kelebihan pemb ay aran pajak,
keputusan.
Apabila jangka waktu telah dilampaui dan Kepala sKpD yang membrdangr
Pajak Daerah atas nama Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
Apabila wajib Palak mempunyai utang pa.lak lainnya, kelebihan pembayaran
Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang palak
tersebut.
Pengembalian kerebihan pembayaran pajak dirakukan daram yangka waktu
paling lama2 (dua) butan sejak diterbitkannya SKpDLB.
Jika pengembalian kerebihan pembayaran pajak dirakukan seterah rewat 2
(dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran Pajak.
Pengembalian kelebihan pemb ayaran palak dan
APBD
Tata Cara Pengembaltan Kelebihan
tercantum dalam Lampiran lX yang
ini.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemeriksaan pajak Daerah

Pasal 14
Kepala sKPD yang membidangi palak Daerah atas nama Bupati atau
PetuqaS Pemefiksa vano clitr rnir rk ntoh Rr rncri r\^^^,^^^^^ *^,^,-. ,,-

nama Bupati dalam

(4)

selak diterimanya
harus memberikan

bunga dibebankan pada

Pembayaran Pajak adalah sebagaimana
tidak terpisahkan dari peraturan Bupati

(5)

(6)

(7)

(B)

I

(1)



(3)

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain
dalam rangka melaksanakan peraturan Daerah tentang pajak Daerah.(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemerrksa harus dilengkapi dengarr
Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah pemeriksaan serta harus
memperlihatkan kepada Wajib pajak yang diperiksa.
Walib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib
Pemeriksa :

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen
yang berhubungan dengan pajak Terutang;
Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dranggap perlu guna kelancaran pemeriksaan;
Memberi kesempatan kepada petugas untuk
kas (kas opname), stock bon penjualan (bill)

membantu Petugas

melakukan pemeriksaan
maupun catatan lainnya;

(4)

dan

d. Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan
1elas.

Tata cara Pemeriksaan pajak adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Tata cara Penghapusan piutang pajak Daerah yang sudah Kadaruarsa

pasal 15(1) Piutang Pajak Daerah yang tercantum datam srpD, sKpD, sKpDKB,
SKPDKBT Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat
Keputusan Pengurangan, penghapusan sanksi Administrasi berupa bunga
dan/atau denda dapat dihapuskan apabila pajak daerah tersebut tidak dapat
atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagrhan
sudah kadaluwarsa
Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam srpD, sKpD sKpDKB,
SKPDKBT, surat Keputusan pembetulan, surat Keputusan Keberatan, surat
Keputusan Pengurangan, penghapusan Sanksi Administrasr berupa bunga
dan/atau denda, waraupun hak untuk merakukan penagihan berum
kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang pajak daerah tersebut
tidak dapat atau tidak mungkin ditagih tagi
Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan :a wajib Pajak/Penanggung pajak meninggar dunia dengan tidak

meninggalkan harta warisan atau tidak mempunyai ahri waris;b wajib Pajak/Penanggung palak tidak memprnyri t,r.t" kekayaan lagi:c. wajib Pajak/Penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan prirr"n
pengadilan, dan dari hasil penlualan harta tidak mencukupi untuk
melunasi utang pajaknya: dan

(2)

(3)

d wajib Pajak/Penanggung pajak tidak dapat diketemukan
1. Wajib Pa1ak/penanggung pajak pindah alamat dan

iagi karena
tidak mungkin

lndonesla untuk

lagi sebagainrana
pemeriksaan dan

selama 14 (empat

(4)

diketemukan lagi, dan
2. Walib Pa1aklpenanggung pajak meninggalkan

selama-lamanya.
Wajib Pajak/Penanggung pajak yang tidak dapat ditagih
drmaksud pada ayat (2) huruf d dibuatkan berita 

^"irudiumumkan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan setempat
belas) hari kerja.

(5) Tata Cara Penghapusan Pajak Daerah Yang Sudah Kadaluarsa adalah
sebagaimana tercantum dalam Larrpiran Xl yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB Vilr.........../



BAB VII
FASILITASI

Pasal 16(1) Kepala SKPD yang membidangi Pajak Daerah melakukan fasititasi
Pelaksanaan peraturan Bupati ini.(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud daram ayat (1) mencakup
mengkoordinasikan, menyempurnakan Lampiran-Lampiran sesuai denganketentuan Perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi danbimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan
Peraturan Bupati ini.

pasal 17
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya daram Berita Daerah Kabupaten samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal,3 Juti 2012

BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di pangururan
pada tanggal 3 QUU 2012

SEK ABUPATEN,

IT. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NlP.19570622 198603 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2012 NoMOR 14 SER| + NoMoi 

'4g

TARIS DAERA



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 14 TAHUN 2012
TANGGAL : 3Juti 2012
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

NILAI SEWA REKLAME

GAMBARAN UMUM
Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai Dasar perhitungan penetapan
Besarnya Pajak Reklame. Nilai Sewa Reklame ini diperhitungkan dengan memperhatikan lndeks
Jenis Reklame, Tarif Jenis Reklame, lndeks Lokasi Penyelengg araan Reklame, jangka waktu
Penyelenggaraan, ukuran media Reklame dan jumlah Reklame.

PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang menyelenggarakan Reklame diWilayah Kabupaten Samosir.
2. SKPD yang membidangi pajak Daerah

Merupakan pihak yang mempunyai wewenang dalam menetapkan Jumlah pajak Reklame
yang Terutang yang dihitung berdasarkan Nilai Sewa Reklame.

NILAI SEWA REKLAME
I. KAWASAN PERSIMPANGAN JALAN : INDEKS 4

Jenis Reklame -j;i[: | ';rnr:'
Jangka
Waktu

Penyeleng
qaraan

Nilai Sewa Reklame

1 2 3 4 5

Reklame Papan/Bilboard/Videotron/
Megatron dan Sejenisnya

Bilboard
Baliho
Vertikal Shop Sign
Gapura
Shop Sign
Giant Tinplate
Rombong
Neon Box
Dan bentuk lain yang dipersamakan

Rp. 200.000,- lM2lBulan
Rp 200.000 -lM2lBulan
Rp. 200.000,- lM2lButan
Rp. 200 000,-lM2tButan
Rp 200 000,-lM2lButan
Rp. 200 000,-lM2lButan
Rp. 200.000,- lM2lButan
Rp. 200 000,-lM2lBulan
Rp 200.000,-lMZl9utan

Rp 100.000 -lM2lButan
Rp 100 000,-lM2lButan
Rp. 1 00.000,- lM2lBulan
Rp. 1 00.0C0,- lM2lBulan
Rp. 100 000,-lM2lBulan
Rp 100.000 -lM2lBulan
Rp. 1 00.000,- lM2lBulan

Rp. 60.000,JM2lBulan
Rp 60 000 JM2lBulan
Rp. 60.000,-/M2lBulan
Rp. 60.000,JM2lBulan

Rp 40.000 JM2lBulan
Rp. 40.000 JM2lBulan
Rp. 40.000,JM2lBulan
Rp. 40.000,-/M2lBulan
Rp. 40.000,-/M2lBulan

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,5
0,5
05
0,5
05
0,5
05

1,5
4E

1,5

2
2
2
2
2

Rp. 250.000,-/M2
Rp. 250.000,JM2
Rp 250 000,-/M2
Rp. 250.000,JM2
Rp. 250 000,JM2
Rp 250.000,JM2
Rp. 250 000,-/M2
Rp 250.000,JM2
Rp. 250.000,JM2

Rp. 50.000,JM2
Rp 50.000,JM2
Rp. 50.000,-/M2
Rp. 50 000,JM2
Rp 50.000,-/M2
Rp. 50 000,-/M2
Rp. 50.000,-/M2

Rp. 10.000,JM2
Rp. 10.000,-/M2
Rp. 10.000,JM2
Rp. 10.000 -/M2

Rp 5.000,-/M2
Rp. 5.000,JM2
Rp. 5.000 -/M2
Rp. 5 000,JM2
Rp. 5.000,-/M2

Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan

Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan

Bulan
Bulan
Bulan
Bulan

Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan

1.

g

h

2. Reklame Kain

Spanduk
Umbul-Umbul
Sun Screen
Vertikal Banner
Sun Blind
Layar Rombong
Dan bentuk lain yang dipersamakan

3. Reklame Melekat

Flag Chain
Tinplate
Stiker
Dan bentuk lain yang dipersamakan

Reklame Selebaran

Poster
Leaflet
Gambar
Brosur
Dan bentuk lain yang dipersamakan

a.

b.

c.

d

e.

f.

I

a

b

C.

d.

e.

f.

o

a.

b.

C.

d

a.

b.

c.

d

e.



ll. KAWASAN PARTWISAIA : TNDEKS 3

Jenis Reklame
lndeks
Jenis

Reklame

Tarif Jenis
Reklame

Jangka
Waktu

Penyeleng
oaraan

Nilai Sewa Reklame

1 2 a.) 4 5

Reklame Papan/Bilboard/Videotron/

Megatron dan Sejenisnya

a. Bilboard

b Baliho

c Vertikal Shop Sign

d. Gapura

e. Shop Sign

f. Giant Tinplate

g. Rombong

h. Neon Box

i. Dan bentuk lain yang dipersamakan

Reklame Kain

a. Spanduk

b. Umbul-Umbul

c. Sun Screen

d. Vertikal Banner

e. Sun Blind

f. Layar Rombong

g. Dan bentuk lain yang dipersamakan

Reklame Melekat

a. FIag Chain

b. Tinplate

c. Stiker

d. Dan bentuk lain yang dipersamakan

Reklame Selebaran

a. Poster

b. Leaflet

c. Gambar

d. Brosur

e. Dan bentuk lain yang dipersamakan

2.

3.

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,5

n6

0,5

0,5

0,5

0,5

nR

1,5

1,5

1,5

I,C

2

2

2

2

2

Rp. 250.000,-/M2

Rp. 250.000,JM2

Rp. 250.000,JM2

Rp. 250.000,JM2

Rp. 250.000,JM2

Rp. 250.000,-/M2

Rp. 250.000,JM2

Rp. 250.000 -/M2

Rp. 250 000,-/M2

Rp. 50.000,JM2

Rp. 50.000,JM2

Rp. 50.000 -/M2

Rp. 50.000,JM2

Rp. 50.000,-/M2

Rp. 50.000,JM2

Rp. 50.000,-/M2

Rp. 10.000,-/M2

Rp. 10.000,JM2

Rp. 10.000,-/M2

Rp 10.000,JM2

Rp. 5.000,JM2

Rp. 5.000,-/M2

Rp. 5.000,JM2

Rp. 5 000,-/M2

Rp. 5.000 -/M2

Rp 150.000,-lM2lBulan

Rp. 1 50.000, -lM2lBulan

Rp. 1 50.000,- lM2lBulan

Rp.'1 50.000, -lM2lBulan

Rp. 150 000,-lM2lBulan

Rp. 1 50.000, -lM2lBulan

Rp. 1 50.000,- lM2lBulan

Rp 150.000,-lMZlBulan

Rp. 150.000 -ll/'2lBulan

Rp. 75.000,-/M2lBulan

Rp 75.000,-/M2lBulan

Rp. 75.000,-/M2lBulan

Rp. 75.000,-/M2lBulan

Rp. 75.000,JM2/Bulan

Rp. 75.000,-/M2lBulan

Rp. 75.000,-/M2lBulan

Rp. 45.000,-/M2lBulan

Rp 45.000,-/M2lBulan

Rp. 45 000,JM2/Bulan

Rp. 45.000,-/M2lBulan

Rp. 30.000,-/M2lBulan

Rp. 30 000,-/M2lBulan

Rp. 30.000,-/M2lBulan

Rp 30.000 -/M2lBulan

Rp. 30.000,-/M2lBulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan



lll. KAWASAN INDUSTRI : TNDEKS 2

Jenis Reklame

Reklame Papan/Bilboard/Videotron/

Megatron dan Sejenisnya

a. Bilboard

b. Baliho

Rp. 250.OO0,JM2

Rp 250 0O0,JM2

Rp 250.000,-/M2

Rp. 250.000,JM2

Rp. 250.000,JM2

Rp. 250.000,JM2

Rp. 250.000,JM2

Rp. 250 000,JM2

Rp. 250.000,-/M2

Rp 50 000,JM2

Rp 50.000,JM2

Rp 50.000 JM2

Rp. 50.000 -/M2

Rp 50.000,JM2

Rp. 50.000,-/M2

Rp. 50.000,JM2

10.000,-/rvr2

10 000,-/tvl2

10.000,-/tvl2

10 000,-/M2

Rp 5 000,-/M2

Rp. 5.000,JM2

Rp 5.000,-/M2

Rp. 5 000,-/M2

Rp. 5.000,JM2

Nilai Sewa Reklame

Rp. 1 00.000,- lM2lButan

Rp 100.000,-lM2lButan

Rp 100.000 -lM2lButan

Rp. 1 00.000,- lM2lButan

Rp. 1 00.000,- lM2lButan

Rp. 100 000,-lM2lBulan

Rp. 100 000,-lM2lBulan

Rp. 1 00.000,- lM2lBulan

Rp. 100.000 -lM2lButan

c

d

e.

f

s

h.

Vertikal Shop Sign

Gapura

Shop Sign

Giant Tinplate

Rombong

Neon Box

i Dan bentuk lain yang dipersamakan

Reklame Kain

a Spanduk

b. Umbul-Umbul

c. Sun Screen

d Vertikal Banner

e. Sun Blind

f Layar Rombong

g. Dan bentuk lain yang dipersamakan

Reklame Melekat

a. Flag Chain

b. Tinplate

c Stiker

d. Dan bentuk lain yang dipersarnakan

Reklame Selebaran

Poster

Leaflet

Gambar

Brosur

Dan bentuk lain yang dipersamakan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Buian

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

50.000,JM2lBulan

50 000,-/M2lBulan

50.000,-/M2lBulan

50 000,-/M2lBulan

50.000,-i M2lBulan

50.000,-/M2lBulan

50 000,-/M2lBulan

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp. 30.000,-/M2lBulan

Rp. 30 000,-/M2lBulan

Rp. 30.000,JM2/Bulan

Rp. 30 000,-/M2lBulan

Rp 20 000 -/M2lBulan

Rp. 20.000 -/M2lBulan

Rp 20.000 -/M2lBulan

Rp 20.000 -/M2lBulan

Rp 20.000 -/M2lButan

a

b

c

d

e

lndeks
Jenis

Reklame

Tarif Jenis
Reklame



IV. KAWASAN PERDAGANGAN : INDEKS 2

Jenis Reklame
lndeks
Jenis

Reklame

Tarif Jenis
Reklame

Jangka
Waktu

Penyeleng
oaraan

Nilai Sewa Reklame

1 2 a
J 4 5

Reklame Papan/Bilboard/Videotron/

Megatron dan Sejenisnya

a. Bilboard

b Baliho

c Vertikal Shop Sign

d. Gapura

e. Shop Sign

f. Giant Tinplate

g. Rombong

h. Neon Box

i. Dan bentuk lain yang dipersamakan

Reklame Kain

a. Spanduk

b. Umbul-Umbul

c. Sun Screen

d. Vertikal Banner

e. Sun Blind

f. Layar Rombong

g. Dan bentuk lain yang dipersamakan

Reklame Melekat

a. Flag Chain

b. Tinplate

c. Stiker

d. Dan bentuk lain yang dipersamakan

Reklame Selebaran

a. Poster

b. Leaflet

c. Gambar

d. Brosur

e. Dan bentuk lain yang dipersamakan

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

0,5

05

0,5

0,5

1,5

1,5

16

1,5

2

2

2

2

2

Rp. 250.000,JM2

Rp. 250.000,-/M2

Rp. 250.000,JM2

Rp. 250.000,JM2

Rp 250.000,-/M2

Rp. 250 0O0,JM2

Rp 250.000,-/M2

Rp. 250.000,JM2

Rp. 250.000,JM2

Rp. 50.000,-/M2

Rp 50 000,-/M2

Rp. 50 000,JM2

Rp. 50.000,-/M2

Rp. 50.000 -/M2

Rp. 50.000,JM2

Rp. 50.000,-/M2

Rp. 10.000,-/M2

Rp 10.000,-/M2

Rp. 10 000,-/M2

Rp. 10.000,-/M2

Rp. 5.000,-/M2

Rp 5.000,-/M2

Rp. 5 000,JM2

Rp. 5.000,-/M2

Rp. 5.000 -/M2

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Rp. 100.000 -/M2lBulan

Rp. 100 000,-lM2lBulan

Rp. 1 00.000,- lM2lBulan

Rp 100 000 -lM2lBulan

Rp. 100.000 -lM2lBulan

Rp. 100 000,-lM2lBulan

Rp. 100.000 -lM2lBulan

Rp 100.000,-lM2lBulan

Rp. 1 00.000,- lM2lBulan

Rp. 50.000,-/M2lBulan

Rp. 50.000,-/M2lBulan

Rp. 50 000,-/M2lBulan

Rp 50.000,-/M2lBulan

Rp. 50.000 -/M2lBulan

Rp. 50.000,JM2|Bulan

Rp 50.000,-/M2lBulan

Rp 30 000,-/M2lBulan

Rp. 30 000,JM2/Bulan

Rp. 30.000,-/M2lBulan

Rp 30 000,-/M2lBulan

Rp 20.000 -/M2lBulan

Rp. 20.000,-/M2lBulan

Rp. 20.000,-/lV2lBulan

Rp. 20.000,-/M2lBulan

Rp 20.000 -/M2lBulan



V. KAWASAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN : INDEKS 3

Jenis Reklame
lndeks
Jenis

Reklame

Tarif Jenis
Reklame

Jangka
Waktu

Penyeleng
qaraan

Nilai Sewa Reklame

2 aJ 4 5

Reklame Papan/Bilboard/Videotron/

Megatron dan Sejenisnya

a. Bilboard

b. Baliho

c Vertikal Shop Sign

d. Gapura

e. Shop Sign

f. Giant Tinplate

g. Rombong

h. Neon Box

i. Dan bentuk lain yang dipersamakan

Reklame Kain

a. Spanduk

b. Umbul-Umbul

c. Sun Screen

d. Vertikal Banner

e. Sun Blind

f. Layar Rombong

g. Dan bentuk lain yang dipersamakan

Reklame Melekat

a. Flag Chain

b Tinplate

c. Stiker

d Dan bentuk lain yang dipersamakan

Reklame Selebaran

a. Poster

b Leaflet

c. Gambar

d. Brosur

e. Dan bentuk lain yang dipersamakan

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

05

0,5

1,5

15

1,5

1,5

2

2

2

2

2

Rp 250.000,JM2

Rp 250.000 -/M2

Rp. 250.000,JM2

Rp. 250.000,JM2

Rp. 250.000,JM2

Rp. 250.000,-/M2

Rp. 250.000 -/M2

Rp. 250.000,JM2

Rp. 250.000,JM2

Rp 50.000,-/M2

Rp 50 000,-/M2

Rp. 50.000,-/M2

Rp 50.000,-/M2

Rp 50.000,-/M2

Rp 50.000,-/M2

Rp. 50 000,JM2

Rp. 10.000,-/M2

Rp. 10.000 -/M2

Rp 10.000,JM2

Rp. 10 000,-/M2

Rp 5.000 -/M2

Rp 5.000,-/M2

Rp 5 000,-/M2

Rp. 5.000,-/M2

Rp. 5.000,-/M2

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Rp. 150 000,-lM2lBulan

Rp. 150 000,-lM2lBulan

Rp. 1 50.000, -lM2lBulan

Rp. 150 000 -lM2lBulan

Rp 150.000,-lM2lBulan

Rp.'1 50 000,-lM2lBulan

Rp. 1 50.000,- lM2lBulan

Rp 150.000,-lM2lBulan

Rp 150.000,-/M2lBulan

Rp. 75 000,-/M2lBulan

Rp. 75 000,-/M2lBulan

Rp 75 000,-/M2lBulan

Rp. 75.000,JM2/Bulan

Rp 75 0OO,JM2lBulan

Rp. 75 000,-/M2lBulan

Rp. 75.000,-/M2lBulan

Rp. 45 000,JM2/Bulan

Rp. 45.000,-/M2lBulan

Rp a5 000,'/M2lBulan

Rp. 45.000,-/M2lBulan

Rp. 30.000,'/M2lBulan

Rp. 30 000,-/M2lBulan

Rp 30.000,-/M2lBulan

Rp 30.000,-/M2/Bulan

Rp. 30.000,-/M2lBulan



VI. REKLAME BERJALAN, REKLAME UDARA DAN REKLAME APUNG

Vlt. neXUME FtLM/SLlDE, REKLAME PERAGAAN DAN REKLAME SUAR

Jenis Reklame
Tarif Jenis
Reklame

Nilai Sewa Reklame

Reklame Film/Slide

Reklame Peragaan

Reklame Suara

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 3 Qun 2012

, HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NtP. 19570622198603 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

Rp 100.000,-

Rp 100 000 -

Rp. 100.000,-

Jam

Jam

Jam

Rp 250.000,JJam

Rp 350 000,-/Jam

Rp. 450 000,-/Jam

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Jenis Reklame
lndeks
Jenis

Reklame

Tarif Jenis
Reklame

Jangka
Waktu

Penyeleng
garaan

Nilai Sewa Reklame

1 2 J 4 E

1. Reklame Berjalan

2. Reklame Udara

3. Reklame Apung

2

2

2

Rp. 100.000,JM2

Rp. 100.000 JM2

Rp. 100.000,-/M2

Bulan

Jam

Jam

Rp. 200 000,-/M2lBulan

Rp. 200.000,-lM2lJam

Rp. 200.000 -lM2lJam

Jangka
Waktu

Penyelengg
araan

lndeks
Jenis

Reklame

SEI{R.ETARIS DAER&fI KABUPATEN,

TAHUN 2012 NOMOR 14 SERI f NOMOR 242



A.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 14 TAHUN 2012
TANGGAL : 3Juli 2012
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

KRITERIA WAJIB PAJAK RESTORAN DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA
CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN PAJAK RESTORAN

GAMBARAN UMUM
Kriteria Wajib Pajak Restoran dan Penentuan Besaran Omzet Serta Tata Cara Pembukuan atau
Pencatatan Pajak Restoran adalah Prosedur Penetapan Wajib Pa.1ak berdasarkan Omzet yang
diterima setiap bulan dan Prosedur Pembukuan Daftar Wajib Pajak Restoran dengan ketentuan
bahwa yang ditetapkan menjadi Wajib Pajak adalah Pengusaha Restoran/Rumah Makan dengan
Omzetnya diatas Rp. 3.OOO.OOO,- setiap bulan.

PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak terutang.
2. SKPD yang membidangi Pajak Daerah

Merupakan pihak yang menetapkan Wajib Pajak Restoran di Wilayah Kabupaten Samosir

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Lanqkah 1

Menytapkan Formulir SPTPD (contoh formulir terlampir) berdasarkan Daftar Restoran/Rumah
Makan di Wilayah Kabupaten Samosir.
Lanqkah 2
Menyampaikan Formulir SPTPD kepada Pengusaha Restoran/Rumah Makan.
Lanqkah 3

Menerima dan memeriksa Jumlah Omzet Reatoran/Rumah Makan dalam 1 (satu) bulan.
Lanqkah 4

Mencatat Data Wajib Palak Restoran dalam Data Base Wajib Pajak (contoh terlampir) untuk
Pengusaha yang memiliki Omzet diatas Rp. 3.000.000,- (tiga juta) untuk selanjutnya diserahkan
kepada Fungsi Penetapan.

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

B.

c.

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 3 ?uU 2012

SE UPATEN,

lr. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NtP. 19570622198603 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

ARIS DAERAH

TAHUN 2012 NOMOR t4 SERr F NOMOR 
'49



TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD

A. GAMBARAN UMUM
Tata cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian sPTpD adalah suatu proses menetapkanbesarnya Pajak rerutang dalam suatu Masa Pajak dengan berdasarkan sprpD yang telah diisidengan benar, jelas dan lengkap.

,B. PIHAK TERKAIT
'1. Wajib pajak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban mengisi dan meyampaikan spTpD. Dalamprosedur ini waiib Pajak menyiapkan dan menyerahkan dokumen-pendukung terkait sprpD2. SKPD yang membidangi pajak Daerah
Merupakan pihak yang berwenang menetapkan Jumlah pajak rerutang dalam suatu MasaPajak berdasarkan sPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak dengan benar, jelas dan lengkapserta ditandatangani.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Lanqkah 1

Menyiapkan Formulir SpTpD (contoh formulir terlampir).
Lanqkah 2
Menyerahkan SpTpD kepada Wajib pajak.
Lanqkah 3
Menerima dan memeriksa kelengkapan SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak atau yangdiberi kuasa
a) Apabila pengisiannya benar dan Lampirannya lengkap, sprpD diberi tanda dan tanggalpenerimaan;

b) sPTP yang belum lengkap dikembalikan kepada wajib pajak untuk metengkapi.
Lanqkah 4
Mencatat Data wajib Pajak Daerah dalam Data Base untuk selanjutnya diserahkan kepadaFungsi Penetapan.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 14 TAHUN 2012
TANGGAL : 3Juti2012
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

undangkan di Pangururan
tanggal b ?uU 2012

ARIS DAERAH UPATEN,

HATORANOil' S'*ORMATA
BINA UTAMA MUDA

.19570622 198603 1 005
A DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
N 2012 NOMOR L4 SER| L ruoruon



LAMPIRAN IV PERATURAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

BUPATI SAMOSIR
: 14TAHUN 2012
: 3 Juli 2012
: PETUNJUK

PENGELOLAAN
SAMOSIR

TEKNIS PELAKSANAAN
PAJAK DAERAH KABUPATEN

TATA CARA PENGISIAN, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SKPD, SKPDKB DAN SKPDKBT

GAMBARAN UMUM
Tata Cara Pengisian Penerbitan dan Penyamparan SKPD SKPDKB dan SKPDKBT adalah suatu proses
menetapkan besarnya Pajak dalam suatu Masa Pajak dengan SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT

PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak

Merupalqn pihak yang memiliki kewajiban membayar Pajak Terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB
dan SKPDKBT

2. SKPD yang membidangi Pajak Daerah
VgUpqlun pilak yang berwenang menetapkan Jumlah Payak Terutang dengan Menerbitkan SKPD
SKPDKB dan SKPDKBT

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
1. SKPD (OFF|CtAL ASSESMENT)

Lanqkah 1

Membuat Nota Perhitungan Jumlah Pa.lak Daerah Terutang
Lanqkah 2
Mengisi dan Menerbrtkan SKPD (contoh formulir terlampir)
dengan Nota Perhitungan
Lanqkah 3

3. SKPD yang telah diterbitkan ditandatanganj oleh
Pelabat yang ditun.luk
Lanqkah 4

Kepala SKPD yang membidangr Payak Daerah atau

MencataVMembukukan SKPD yang telah ditandatangani
Lanqkah 5
Menyampaikan SKPD kepada Wajib Palak

2. SKPDKB dan SKPDKBT
Lanqkah 1

Fungst Pembukuan memeriksa/meneliti setiap SSPD yang diterima dari Bank atau Bendahara
Penerimaan
Lanqkah 2
Jika Pajak Terutang Kurang Bayar karena salah perhitungan dan salah tulis maka drterbitkan SKPDKB
(contoh formulir terlampir)
Lanqkah 3
Jtka terdapat tambahan Ob;ek Payak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru, maka
diterbrtkan SKPDKBT (contoh formulir terlampir)
Lanqkah 4
SKPDKB dan SKPDKBT ditandatangani oleh oleh Kepala SKPD yang membidangr Palak Daerah atau
Peyabat yang ditunyuk
Lanqkah 5
Mencatat/Membukukan SKPD yang telah ditandatangani
Lanqkah 6
Menyampaikan SKPD kepada Wajib Pajak.
Lanqkah 7
Apabila SKPDKB !91 SKPDKBT yang diterbitkan trdak atau kurang dibayar setelah lewat waktu pating
lama 30 (tiga puluh) hari selak SKPDKB dan SKPDKBT diterima diberik-an sanksi admjnistrasi berupl
bunga sebesar 2 ok (dua persen) setiap bulan dengan menerbitkan STPD (contoh formulir terlampir)

BUPATI SAMOSIR,

Cap/clto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
2012

ABUPATEN,

lr, HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NtP.19570622 198603 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2012 NOMOR I/ SERI T ruONNON

dengan Jumlah Palak Terutang sesuai

ao



LAMPIRAN V PERATURAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

BUPATI SAMOSIR
: 14 TAHUN 2012
: 3 Juli 2012
: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PENGELOLAAN PAJAK
KABUPATEN SAMOSIR

DAERAH

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
A. GAMBARAN UMUM

Prosedur Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, merupakan proses pembayaran yang
dilakukan Wajib Pajak atas Palak Terutang melalui Bank yang ditunjuk/Bendahara penerimaan. Dalam
prosedur tni Walib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran dengan melakukan penyetoran
ke Rekening Kas Daerah melalur Bank yang ditunjuk atau secara tunai melalui Bendahara penerimaan

B. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang membayar pajak Terutang
2. SKPD yang membidangi pajak Daerah

Merupakan pihak yang menyiapkan SSpD sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak
Terutang

3. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara penerimaan
Merupakan pihak yang menerima pembayaran pajak Terutang darr Wajrb Palak

C. LANGKAH-LANGKAHTEKNIS
1. PEMBAYARAN DAN PENYETORAN MELALUI BENDAHARA PENERIMAAN

Lanqkah 1

Bendahara Penerimaan menenma setoran disertai SKPD dan SSPD (contoh formulir terlamprr)
yang telah ditandatangi wajib pajak dan Bendahara penerimaan.
Lanqkah 2

SSPD Lembar 1 diserahkan ke Wayib Pajak, Lembar 2 untuk SKPD yang membrdangr payak
Daerah. Lembar 3 untuk Kas Daerah l]ank, Lembar 4 untuk Bendahara penerimaan
Lanqkah 3

Bendahara Penerimaan menyetorkan Uang ke Kas Daerah paling lambal l x24jam yang disertai
Bukti Setoran Bank,
1) Bendahara Penertmaan setiap bulan menyiapkan Laporan Realisasi penerimaan dan

Penyetoran Uang yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi pajak Daerah,
Bukti Setoran yang telah drvalidasi diserahkan ke Fungsr Pembukuan dan Fela[oran:
Menyampaikan Tembusan Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang kepada
Fungsi Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

2. PEMBAYARAN DAN PENYETORAN MELALUI BANK
Langkah 1

Bank menerima Palak Terutang dari Wajib Pajak disertai dengan SKpD dan SSpD yang telah dirsi
Jumlah Pajak rerutang dan telah ditandatanganr wayib pajak dan Bank;
Lanqkah 2

SSPD Lembar 1 diserahkan ke Wajib Pajak, Lembar 2 untuk Kepata SKPD yang membrdangr palak
Daerah, Lembar 3 untuk Kas Daerah/Bank, Lembar 4 untuk Bendahara penerimaan

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLOI,I

2)
3)

Diundangkan
pada tanggal

di Pangururan
1 Ouu 2012

SEKR ARIS DAERAH ABUPATEN,

lr. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
N|P.19570622 198603 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAf.lllt\l tn{ t lrlnnlno ,l I ccor E rt-.nn^- o AA



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 14 TAHUN 2012
TANGGAL : 3Juti2012
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

A. GAMBARAN UMUM
Prosedur Angsuran dan Penundaan Pembayaran merupakan proses pembayaran yang
dilakukan Wajib Pajak atas Pajak Terutang secara mengangsur maupun menunda yang diiwali
dengan pengaJuan Permohonan kepada Kepala SKPD yang membidangi pajak Daeiah atas
nama Bupati Samosir. Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan pembayaran palak
Terutang dilakukan sebagai berikut :

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara
pembayaran pajak harus mengajukan permohonan tertulis
membidangi Pajak Daerah atas nama Bupati samosir dengan
melampirkan fotokopi SKpDKB, SKpDKBT atau STpD;

angsuran maupun menunda
kepada Kepala SKPD yang

disertai alasan yang jelas dan

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima SKpD yang
membidangi Pajak Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yung
ielah ditentukan

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang palak
untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan,

d Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang
disetu.lui Kepala SKPD yang membidangi Pajak Daerah atas nama Bupati Samosir Oituangt<ai
dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun
penundaan pembayaran yang drtandatangani bersama oleh Kepala SKPD yang membidangi
Pajak Daerah atas nama Bupati Samosir dan wajib pajak bersangkutan;

e Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 1O (sepuluh) kali angsuran dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali
ditetapkan lain oleh Kepala SKPD yang membidangi Pajak Daerah atas nama Bupati Samosir
berdasarkan alasan Wajib pajak yang bersangkutan;

f Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mular tanggal
jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STpD, keCuali
ditetapkan lain oleh Kepala SKPD yang membidangi Pajak Daerah atas nama Bupati Samosir
berdasarkan alasan Wajib pajak yang dapat diterima;

g Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua
perseratus) sebulan;

h. Perhitungan untuk pembayaran angsuran sebagai berikut :

1 Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya jumlah sisa palak yang

belum diangsur dengan pokok pajak angsuran;
3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang a;kan

diangsur, dengan jumlah angsuran;
4 Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 %

(dua perseratus);
5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap[ bulan angsuran adlaah pokok palak angsuran

ditambah dengan dengan bunga sebesar 2% (dua perseratus)
Perhitungan untuk penundaan pembayaran adarah sebagai berikut :

1. Perhitungan burrga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda,
yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua perseratus) dengan jumlah bulan yang
ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang kan ditunda;

2 Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda
ditambah dengan jumlah bunga 2o/o (dua perseratus) sebulan;

3 Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo
penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.



B.

C,

PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Terutang .1ika

Permohonan Angsuran atau Penundaan Pembayaran diterima.
2. SKPD yang membidangi Pajak Daerah

Merupakan pihak yang memutuskan apakah permohonan mengangsur maupun menunda
pembayaran Pajak Terutang diterima atau ditolak.

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
1. ANGSURAN

Lanqkah 1

Menerima Surat Permohonan Angsuran Pajak Terutang (contoh terlampir) dari Wajib Pajak

disertai dengan data pendukung.
Lanqkah 2
Fungsi Penetapan meneliti Permohonan yang diajukan untuk dijadikan bahan dalam
mengambil Keputusan.
Lanqkah 3
Fungsi Penetapan mempersiapkan Surat Penolakan untuk Permohonan Angsuran Palak
Terutang (contoh terlampir) yang ditolak untuk ditandatangani Kepala SKPD yang

membidangi Pajak Daerah atas nama Bupati Samosir.
Langkah 4
Fungsi Penetapan menyampaikan Surat Penolakan Perjanjian Angsuran kepada Walib Pajak
Langkah 5
Fungsi Penetapan mempersiapkan Surat Perjanjian Angsuran Pajak Terutang untuk
ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Kepala SKPD yang membidangi Pajak Daerah atas

nama Bupati Samosir
Lanqkah 6
Fungsi Penetapan menyampaikan Surat Perjanjian Angsuran kepada Wajib Pa1ak.

2. PENUNDAAN PEMBAYARAN
Lanqkah 1

Menerima Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Terutang (contoh terlampir) dari

Wajib Pajak disertai dengan data pendukung;
Langkah 2
Fungsi Penetapan meneliti Permohonan yang diajukan untuk dijadikan bahan dalam
mengambil Keputusan.
Langkah 3
Fungsi Penetapan mempersiapkan Surat Penolakan untuk Permohonan Penundaan
Pembayan Pajak Terutang (contoh terlampir) yang ditolak untuk ditandatangani Kepala SKPD

yang membidangi Pajak Daerah atas nama Bupati Samosir.
Lanqkah 4
Fungsi Penetapan menyampaikan Surat Penolakan Penundaan Pembayaran kepada Wajib
Pajak.
Lanqkah 5
Fungsi Penetapan mempersiapkan Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran Pajak Terutang
untuk ditandatangani oleh Wajib Palak dan Kepala SKPD yang membidangi Pajak Daerah
atas nama Bupati Samosir.
Lanqkah 6
Fungsi Penetapan menyampaikan Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran kepada Wajib
Pajak 
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LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SAMOSIR
14 TAHUN 2012NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TEKNIS PELAKSANAAN
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

A. GAMBARAN UMUM
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa merupakan serangkaian tindakan agar penanggung palak
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperrngatkan,
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat paksa, mengusulkan
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang
telah drsita

3 Juli 2012
PETUNJUK

B. PIHAK TERKAIT
1. Penanggung Pajak

Merupakan pihak yang berlanggung jawab atas pembayaran pajak,
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut
perundang-undangan perpalakan.

2. Wajib Pajak
Merupakan pihak menurut Ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk melakukan Kewajiban Perpajakan.

3. Juru Sita
Merupakan pihak pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan
sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa penyitaan dan penyanderaan.

4. Kantor Lelang
Merupakan pihak yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.

5. SKPD yang membidangi Pajak Daerah
Merupakan pihak yang melakukan tindakan Penagihan dengan Surat Paksa.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
1. SURAT TEGURAN, SURAT PERINGATAN ATAU SURAT LAIN YANG SEJENIS

Langkah 1

Fungsi Penagihan mempersiapkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang
sejenis (contoh terlampir) untuk SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT yang betum/tidak OiOaylr
setelah 7 (tujuh) hari setelah batas waktu Jatuh rempo pembayaran
Langkah 2

Surat Teguran yang diterbitkan ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi pajak
Daerah
Lanqkah 3
Menyampaikan/menyerahkan Surat Teg uran kepada Waj ib pajak yang bersangkutan
SURAT PAKSA
Lanqkah 1

Setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari
Pajak belum/tidak membayar Pajak Terutang,
(contoh terlampir).
Lanqkah 2
Surat Paksa yang diterbitkan ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi pajak
Daerah
Lanqkah 3
Menyampaikan/Menyerahkan Surat Paksa kepada Wajib pajak yang bersangkutan melalui
Juru Sita Pajak.
PENYITAAN
Lanqkah 1

Apabila dalam jangka waktu 2 x 24
Terutang belum/tidak dibayarkan,
Penyrtaan (contoh terlampir).

jam (dua hari) setelah Surat Paksa diterima, palak
Fungsi Penagihan mempersiapkan Surat perintah

Lanqkah 2
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan ditandatangani oleh Kepala SKpD
yang membidangi Pajak Daerah.

termasuk wakil yang
ketentuan peraturan

Perpajakan drtentukan

setelah tanggal Surat Teguran diterima, Wajrb
Fungsi Penagihan mempersiapkan Surat Paksa



Langkah 3
Melaksanakan Penyrtaan oleh Juru Sita Pajak yang diangkat dan drambil sumpah oleh Bupati
dengan menyegel barang-barang milik Wajib Palak yang dapat disita menurut Ketentuan
Perundang-undangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.
Langkah 4
Membuat Laporan Pelaksanaan Sita (contoh terlampir).

4. PENGUMUMAN LELANG DAN PELAKSANAAN LELANG
Lanqkah 1

Melakukan Koordinasi dengan Pejabat Lelang terkait Administrasi dan Prosedur Pelaksanaan
Pelelangan untuk Wajib Pajak yang belum melunasi Hutang Pajaknya sampai dengan
berakhirnya batas waktu 14 (empat belas) hari
Langkah 2
Menetapkan waktu Pelelangan yang telah disepakati oleh Kepala SKPD yang membidangi
Pajak Daerah dengan Pejabat Kantor Lelang Negara.
Langkah 3

Fungsi Penagihan mengumumkan Jadwal Pelaksanaan Pelelangan.
Langkah 4
Melaksanakan Pelelangan atas Barang
Pajak Terutangnya.

5. PENCABUTAN SURAT PENYITAAN
Lanqkah 1

yang disita dari Wajib Pajak yang tidak melunasi

Fungsi Penagihan mempersiapkan Surat Pencabutan Penyitaan untuk Wa.1ib Pajak yang telah
melunasi Hutang Pajaknya sesudah Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
sampai dengan sebelum Pengumuman Lelang"
Lanqkah 2

Surat Pencabutan Penyitaan dan Berita Pencabutan Penyitaan (contoh terlampir) yang
diterbitkan ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi Pajak Daerah.
Langkah 3
Membuat Laporan Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan

6. PENCABUTAN SURAT PENGUMUMAN LELANG
Lanqkah 1

Fungsi Penagihan mempersiapkan Surat Pencabutan Pengumuman Lelang untuk Wajib Pajak
yang telah melunasi Hutang Pajaknya sesudah Pengumuman Lelang sampat dengan sebelum
Pelaksanaan Lelang.
Lanqkah 2

Surat Pencabutan Pengumuman Lelang dan Berita
(contoh terlampir) ditandatangani oleh Kepala SKPD
Langkah 3
Membuat Laporan Pelaksanaan Pencabutan Pengumuman Lelang.

7. SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS
Lanqkah 1

Fungsi Penagihan mempersiapkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (contoh

terlampir) untuk Wajib Pajak yang belum menyetor Pajak Terutangnya.
Lanqkah 2

Surat Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S) yang diterbitkan
ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi Pajak Daerah.
Langkah 3

Menyerahkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S) kepada Wa.1ib

Pajak
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PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

A. GAMBARAN UMUM
Prosedur Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak merupakan serangkaian proses dalam pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan p"alak atas
Jumlah Pajak Terutang dari Wajib pajak.

B. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak

Merupakan pihak menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan ditentukan
untuk melakukan Kewajiban perpajakan

2. SKPD yang membidangi pajak Daerah
Merupakan pihak yang berwenang untuk melakukan Pengurangan atau penghapusan Sanksi
Administratif dan Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajik

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Lanqkah 1

Menerima Surat Permohonan pengurangan
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak
Langkah 2
Meneliti kelengkapan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Adminrstratif dan
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dari wajib Pajak dan bila dibutuhkan, Fungsi
Penagihan dapat meneliti Kelengkapan permohonan dimaksud ke lapangan
Lanqkah 3
Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian kepada Kepala SKPD yang membidangi pajak Daerah
untuk dipertimbangkan diterima atau ditolak.
Lanqkah 4
Membuat Surat Keputusan (contoh terlampir).yang
membidangi Pajak Daerah atas nama Bupati atas
Keputusan Penolakan apabila permohonan ditolak
Penghapusan Sanksi Administratif dan pengurangan

LAMPIRAN VIII PERATURAN
NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG :

BUPATI SAMOSIR
14 TAHUN 2012
3 Juli 2012

atau Penghapusan Sanksi Administratif dan
dari Wajib Pajak (contoh tertampir).

ditandatanganr oleh Kepala SKpD yang
permohonan Wajib Pajak, berupa Surat

dan Surat Keputusan Pengurangan atau
atau Pembatalan Ketetapan pajak apabila

permohonan diterima.
Lanqkah 5
Menyampaikan Surat Keputusan kepada Wajib
Penetapan dan Fungsi Pembukuan dan pelaporan.

Pajak dengan tembusan kepada Fungsi
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LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 14 TAHUN 2012
TANGGAL : 3Juli 2012
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

A. GAMBARAN UMUM
Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak merupakan proses mengembalikan
Pembayaran Pajak atas Kelebihan Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

B. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang melakukan Permohonan Pengembalian Pembayaran Pajak.
2. SKPD yang membidangi Pajak Daerah

Merupakan pihak yang berwenang melakukan Perhitungan atas Kelebihan Pembayaran
Pajak.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Lanqkah 1

Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada
Kepala SKPD yang membidangi Pajak Daerah atas nama Bupati Samosir (contoh terlampir)
disertai dengan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT dan SSPD yang telah divalidasi Bank/Bendahara
Penerimaan.
Langkah 2
Fungsi Penetapan menghitung Jumlah Pajak Lebih Bayar dan dikompensasikan dengan
Hutang/Tunggakan Pajak yang lain.
Lanqkah 3
Setelah dikompensasikan dengan Hutang Pajak lain ternyata Kelebihan Pembayaran pajak,
kurang/sama dengan Hutang Pajak lainnya tersebut maka SKPDLB tidak diterbitkan.
Langkah 4
Apabila Hutang Pajak setelah diperhitungkan/dikompensasikan dengan Kelebihan Pembayaran
Pajak ternyata lebih, maka SKPDLB harus diterbitkan.
Lanqkah 5
Setelah menerima SKPDLB dari Fungsi Penetapan dan diproses untuk penerbitan SPMKPD dan
ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi Pajak Daerah atas nama Bupati Samosir.
Lanqkah 6
Menerbitkan SP2D

BUPATI SAMOSIR,
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LAMPIRAN X PERATURAN
NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG :

BUPATI SAMOSIR
14 TAHUN 2012
3 Juli 2012

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

A. GAMBARAN UMUM
Tata Cara Pemeriksaan Pajak merupakan suatu proses untuk mengu1t Kepatuhan
Perpalakan dan/atau untuk tuluan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan
Undangan Perpalakan Adapun Jangka Waktu Pemeriksaan adalah sebagai berikut
1 Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat

diperpan.lang men;adi palrng lama 8 (delapan) bulan yang dihrtung se.1ak tanggal Surat perintah
Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil pemenksaan

2 Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (trga) bulan dan dapat diperpan.lang
menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi sur-at
panggtlan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampar dengan tanggal Laporan Hasil Pemerrksaan

B. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang akan dilakukan Pemeriksaan terkait kepatuhan dalam pemenuhan
Kewa.lban Perpalakan

2. SKPD yang membidangi Pajak Daerah
Merupakan pihak yang melakukan Pemeriksaan atas kepatuhan Wayrb Palak dalam pemenuhan
Kewajiban Perpalakan

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Lanqkah 1

Atas dasar bukti pelunasan Pajak Terutang Fungsi Penagihan meneliti Jumlah Pajak Terutang yang
seharusnya disetorkan ke Kas Daerah dan bila dibutuhkan dapat drlakukan Pemeriksaan ke Oblek palak
Lanqkah 2

Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk Perangkat Komputer dan
Sistem Pengolah Data
Lanqkah 3

Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis Wajib pajak yang drperiksa
Lanqkah 4
Melakukan Pemeriksaan secara keseluruhan, menyangkut pos dalam
diperiksa guna menentukan Kepatuhan Wa.1ib payak
Lanqkah 5

Laporan Keuangan yang akan

Menggunakan berbagai metode, prosedur dan teknik analisis quna membuktikan kebenaran perkiraan
yang diperiksa
Lanqkah 6

Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyrmpan
dapat memberi petunjuk tentang keaadan usaha wajib palak dan/atau tempat
Lanqkah 7

Melakukan Penyegelan tempat atau ruangan apabila Wajrb palak
memberr kesempatan untuk memasuki tempat dimaksud pada saat

Pemenuhan Kewajrban
Peraturan Perundang-

dokumen dan barang yang
lain yang dranggap penting

atau Wakil atau kuasanya apabrla trdak
Pemeriksaan.

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON
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LAMPIRAN XI PERATURAN
NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG :

BUPATI SAMOSIR
14 TAHUN 2012
3 Juli 2012
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUARSAA. GAMBARAN UMUM
Prosedur Penghapusan Piutang Pajak yalo sudah kadaluarsa I9Jlp9L<gn proses penghapusan piutang
Pajak Daerah yang tercantum clalam sipo, sKPD sKpDKB, SKPDKBT suiat xeputJs"n pemo"irtun
Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangal, Pe-nghapusan Sant<sr Administrasi oeiupabunga dan/atau denda karena tidak dapat atau trda"k mu"ngt<in Oitjgih f;gi t<aiena hak untuk melakukanPenagihan sudah Kedaluwarsa Hak uniuk melakukan PenJgihan pijak tieoatu*arsa setelah melampaui
iangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Terutangnya hajak, kecuati ipuuii" wajib pajak metarLjtanttndak prdana di brdang Perpalakan Daerah Piutang niydt oa'eran 5li.g tii"r o"pui'ut", i,oar.,rngrin
ditagrh lagr adalah
a Waltb Pajak/Pe-nanggung Pajak meninggal dunia dengan trdak meninggalkan harta warisan dan tidakmempunyai ahli waris
b wajib P,ajak/Penanggung palak tidak mempunyai harta kekayaan lagrc Wajib Palak/Penanggung Pa.1ak dJnyatakan pailit berdasaikan pitusan pengaditan, dan dari hasitpenlualan harta tidak mencukupi untuk merunaii utang palaknya,d wajib Pajal</Pen,anggung pajal( tidak dapat diketemurian ragi (arena

I )fiallo fa11]1il:!?!99r.e !a1a5 pindah alamat dan tidai rrnst in diketemukan tasr

"^,9^^ 13lP Pa1_ak/PenaLg.gyng P_aiak meninggalkan lndonesia untu"k setama-tamanya.
seoangkan penghapusan piutang pajak Daerah dilakukan oleh .

? Frpull untuk yumtah sampai densj_an Rp.5 000 000 000 - (lima milyar rupiah)b pun-a1^ 
^o^e19!! ^ oersetu.luan bewan Perwakilan iakyat ba"rdn 'Lintuk jumtah tebih dariRp 5 000 000 000 - (tima milyar rupiah)

B. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak

Merupakan pihak menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan ditentukan untukmelakukan Kewa.liban perpalakan
2. SKPD yang membidangi p-endapatan Daerah

llqryelf".n pLhgf .iq!g.Tengusulkan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah KadatuarsaC. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS-
Lanqkah 1

Kepala SKPD yang membidangi pendapatan Daerah Membentuk rim untuk
oblek,Palak yang diusurkan untuk drhapuskan piutang pajak Daerahnya
ditetap_kan melalui Keputusan Bupati yang terdtri dari .a SKPD yang membidangi pajak Daerah;b SKPD Pengelola PAD lainnya;
c lnstansi lainnya yang terkait

melakukan penelitian terhadap
kepada Bupatr Trm drmaksud

Lanqkah 2
Atas hasil penelttian kemudtan Kepala SKPD yang, membidangi Pendapatan Daerah membuat Laporankepada Bupati Samosrr sekurang-kurangnya memuat
? Nama Wajib Pajak dan penanggung pa1ak,
b Alamat wajlb Pajak dan penanggunq pjjat<;
c Nomor Pokok Wajib palak OaeiSn; 'd Nomor dan tanggat STpD/SKpD/SKpDKB/SKpDKBT
e Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan KeberataniSurat Keputusan pengurangan,
. Peng[apusan san,ksr Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;f Jenjs Pajak Daerah;
g Tahun pajak;
h Tindakan Penagihan yang pernah drlakukan,i Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan
.1 Keterangan hasil penelitian admrnrstrasi dan penelitian lapangan
Lanqkah 3

{epala SKPD yang membidangi Pendapatan Daerah membuat Daftar piutang palak Daerah yang akandihapuskan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Samosir.

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON
Diun\angkan di Pangururan
pada \nggal g ?uu 2012
SEKRE ABUPATEN,

lr. HATORANGAN STMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
N|P.19570622 198603 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAllllN ?n{, t\lnnnap }A ccot F rr,-\nr,-\n 4.A.\



LAMPIRAN XII PERATURAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

BUPATISAMOSIR
'. 14 TAHUN 2012
: 3 JUL| 2012
: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

BENTUK-BENTUK FORMULIR DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

1. CONTOH FORMULIR SPTPD RESTORAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
Nomor SPTPD
Masa Pajak
Tahun Pajak

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)

RESTORAN/RUMAH MAKAN

Nama Restoran/Rumah Makan

Alamat Tempat Usaha

Nama Pemilik/Pengusaha

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis denqan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak l-lyrnS tersedia r-,ntuk lawaban yang dibe'kan
3. setelah diisi dan ditandatanganr, harap diserahkan kembari kepada Dinas

'10 Bulan berikutnya
4 Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan Secara Jabatan

.... paling lambat pada ta

A. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN

No Meja Yanq Tersedia Jumlah Kursi Jumlah Pengunjunq Rata-Rata per Hari

Menggunakan Kas Register

Mengadakan Pembukuan

B. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN SELF ASSTSTT/lEr.rr

Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :

a. Masa Pajak Tgt ..... ..... ........... s/d Tgt....
b. Dasar Pengenaan (Jumlah

Pembayaran yang diterima) : Rp. ...
c. Tarif Pajak . loyo
d. Palak Terutang (b x c) : Rp. ...

C. PERNYAT,AAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala ikibitGirras
undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami bentahukan tersebut
diatas beserta lampiran - lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

;",;;",,-,;,u.u 'un'n

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA
Tata cara perhitungan dan penetapan yang dikehendiki :

L__l Officiat Assesment (dihilung dan ditetapkan oleh pejabat Dispenka)

E Setf Assesmenl (menghitung dan menelapkan pajak Sendiri)
Diterima tanggal
Nama Petugas
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3. CONTOH FORMULIR SPTPD HOTEL

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

\ \r DINAS Nomor SPTPD
Masa Pajak
Tahun Pajak

.t}ff/ ,/
\ffi7 J1.,...............

TELP,. ..

$PTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)

HOTEL

Nama Hotel :

Alamat Tempat Usaha

Nama Pemilik/Pengusaha .

Alamat Pemilik

N,P,W.P DnrmrT_lT-rT-t

Kepada Yth :

iii --- -

PERHATIAN

Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
Beri nomor pada kotak [--ly"ng tersedia unttrk jawaban yang diberikan
Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas

2

3 paling lambat pada
tanggal 10 setiap bulannya

4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan

A. DIISIOLEH PENGUSAHA HOTEL

Golongan Hotet l--Tl 01

02
03

04
Tarif dan Jumlah Kamar Hotel

Bintang Tiga
Bintang Dua
Bintang Satu
Melati

05

06

07

Guest House
Bungalow
Lainnya

No Jenis Kamar Tarit Jumlah Kamar

Menggunakan Kas Register

Mengadakan Pembukuan

tl
n

1.

2

1.

Ya

Tidak

Ya

Tidak

B. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL SELF ASSESMENT

2. Jumlah Pembayaran dan Palak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen)
a. Masa Pajak
b. Dasar Pengenaan (Jumlah

Pembayaran yang diterima) : Rp. . .

c. Tarif Pajak 10%
d. Pajak Terutang (b x c) : Rp. ......

C. PERNYATAAN
DenganmenyadarisepenuhnyaakansegalaakibattermaSUksankSi-sanrsr.sesu@
undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas
beserta lampiran - lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Waiib Paiak/Kuasa

D. DIISIOLEH PETUGAS PENERIMA
Tata cara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki .

n Officiat Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh pejabat Dispenka)

n Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak Sendiri)
Diterima tanggal
Nama Petugas .

NIP :



I
I

PETUNJUK PENGISIAN SPTPD PAJAK HOTEL

Formulir ini terdiri dari2 (dua) lembar. Lembar pertama untuk Dinas Pendapatan, Keuangan dan

Asset Daerah, Lembar kedua untuk Wajib Pajak (WP)

lsilah SPTPD Pajak Hotel ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.

Gunakan satu SPTPD Pajak Hotel ini untuk setiap satu Objek Hotel.

CARA PENGISIAN:
1) Nomor SPTPD diisi dengan Nomor SPTPD.

Z.) Masa pajak dan Tahun Pajak diisi berdasarkan Masa/Tahun Pajak yang akan dilaporkan.

3) NpwpD diisi dengan Nomor pokok wajib Pajak Daerah yang diberikan oleh Dinas Pendapatan

Keuangan dan Asset Daerah.

4) HURUF A Diisi oleh Pengusaha Hotel

Angka 1 s.d angka 4 CukuP Jelas

5) HURUF B Diisi oleh Pengusaha Hotel Self

Menghitung/Menetapkan Sendiri Pajaknya)
Assesment (Wajib Pajak Yang

Huruf a diisi dengan Masa Pajak yaitu Bulan Pajak yang akan

dibaYarkan.
Contoh:PajakyangdibayarkanuntukBulanoktober20l2.

Huruf b Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) adalah

Jumlah Keseluruhan Penghasilan untuk pada Bulan berkenaan.

Contoh: Keseluruhan Penghasilan untuk Bulan Oktober 2012.

Huruf c Tarif Pajak adalah Tarif Pajak Hotel yaitu sebesar 10 % sesuai

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah.

Huruf d Pajak Terutang adalah Hasil perkalian antara Dasar Pengenaan

(Jumlah Pembayaran yang diterima) pada Bulan berkenaan

dikali dengan Tarif Pajak Hotel yaitu sebesar 10%'

contoh: Jumlah Penghasilan sejak tanggal 1 s/d 31 Bulan

Oktober 2Q12 adalah sebesar Rp. 5.000'000,-

DasarPengenaanPajakBulanoktober=Rp,5.000.000,.
dikalikan dengan Tarif Pajak Hotel = 1O o/o, maka Pajak yang

Terutang = Rp 5.000.000,- xlOoh = Rp.500'000.-

6) HURUF C CukuP Jelas

7) HURUF D CukuP Jelas



4. CONTOH FORMULIR SPTPD PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Nomor SPTPD
Masa Pajak
Tahun Pajak

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
N.P.W.P.D

Nama Usaha

Alamat Tempat Usaha

Nama Pemilik/Pengusaha

Alamat Pemilik

Kepada Yth

P,Dn m
PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak l--ly"ng tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisidan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada ... paling lambat pada tangg

10 setiap bulannya.

4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan

A. DIISI OLEH PENGUSAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

'1. Data Objek Pajak

9i

tn

ng
N.P

tr

lah

n.

uai

1Un

3an
aan

Jlan

r00,-

/ang

Keterangan :

01 asbes

02 batu tulis

03 batu setengah permata

04 batu kapur

05 batu apung

06 batu permata

07 bentonit

08 dolomit

09 feldspar

10 garam batu (halite)

11 grafit
12 graniUandesit
13 gips
14 kalsit
15 kaolin
16 leusit
17 magnesit
18 mika
19 marmer
20 nitrat

21 opsidien
22 oker
23 pasir dan kerikil
24 pasir kuarsa
25 perlit
26 phospat

27 lalk
28 tanah serap (fullers earth)
29 tanah diatome
30 tanah liat q

31 tawas (alum)

32 tras
33 yarosif

34 zeolit
35 basal

36 trakkit
37 Lainnya

B. DIISI OLEH PENGUSAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SELF ASSESMENT

2 Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen)
a. Masa Pajak
b. Dasar Pengenaan (Jumlah

Pembayaran yang diterima)
c. Tarif Pajak
d. Pajak Terutang (b x c)

No Nama Bahan Galian Golongan C
Volume/Tonase

(M3/Ton) Harga Pasar/Nilai Pasar

1

2

4 t-T_l
E



PETUITJUK PENGI$IAN SPTFD PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

t Formulir ini terdiri dari 2 (dua) lembar. Lembar pertama untuk Dinas Pendapatan, Keuangan dan
Asset Daerah, Lembar kedua untuk Wajib Pajak (WP)

I lsilah SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.

CARA PENGISIAN:
1) Nomor SPTPD diisi dengan Nomor SPTPD.
2) Masa Pajak dan Tahun Pajak diisi berdasarkan Masa/Tahun Pajak yang akan dilaporkan.

3) NPWPD diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang diberikan oleh Dinas Pendapatan

Keuangan dan Asset Daerah.
4) HURUF A Diisi oleh Pengusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pertambangan)

Angka 1 Cukup Jelas
5) HURUF B Diisi oleh Pengusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan Self Assesment (Wajib

Pajak yang Menghitung/Menetapkan Sendiri Pajaknya).
Huruf a Diisi dengan Masa Pajak yaitu Masa/Bulan Pajak yang bulan

.berkenaan.

Contoh: Pajak yang dibayarkan untuk bulan Oktober 2012.

Huruf b Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) yaitu

Jumlah Keseluruhan Pembayaran yang diterima oleh

Pengusaha dari hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan

Batuan untuk Bulan yang berkenaan.
Contoh: Jumlah Keseluruhan Pembayaran yang diterima oleh

Pengusaha dari hasil Penjualan Mineral Bukan Logam

dan Batuan untuk Bulan Oktober 2012.
Huruf c Tarif Pajak adalah Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

yaitu sebesar 20 o/o sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Samosir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Huruf d Pajak Terutang adalah Hasil perkalian antara Dasar Pengenaan

(Jumlah Pembayaran yang diterima) dikali dengan Tarif Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu sebesar 20 o/o

Contoh: Jumlah Keseluruhan Pembayaran yang diterima oleh

Pengusaha dari hasil penjualan Mineral Bukan Logam

dan Batuan mulai tanggal 1 s/d 31 Bulan Oktober 2012

adalah sebesar Rp. 25.000.000,-
Dasar Pengenaan Pajak Bulan Oktober 2012= Rp. 25.000.000,-

sedangkan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan = 20
oh maka Pajak yang terutang = Rp 25.000.000,- x 20 % = E&,

5.000.000,-
6) HURUF C

7) HURUF D

Cukup Jelas
Cukup Jelas



C. PERNYATAAN
menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan Ketentuan Perundang -

yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas
lampiran - lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Wajib Pajak/Kuasa

D. DIISIOLEH PETUGAS PENERIMA
cara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki :

I OfficialAssesment (dihitung dan ditetapkan oteh pejabat Dispenka)

E Self Assesment (menghitung dan menetapkan Pajak Sendiri)
tanggal

Petugas



5. CONTOH FORMULIR SPTPD PAJAK HIBURAN

Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen)a Masa Pajak : Tgt ... . .........s/d rgt .. .

b. Dasar Penoenaan I.lrrmlah



I Formulir ini terdiri dari 2 (dua) lembar. Lembar pertama untuk Dinas pendapatan, Keuangan danAsset Daerah; Lembar kedua untuk Wajib pajak (Wp)
lsilah SPTPD pajak Hiburan ini dengan truruiceiat< kapitar atau diketik.

Gunakan safu sPTtrD pa;fak Hfburan ini untuk sefiap satu objek Hiburan.

caBA PENG|SIAN:
1) Nomor SPTPD diisi dengan Nomor SpTpD
2) Masa Pajak dan Tahun Pajak diisi berdasarkan Masa/Tahun pajak yang akan dilaporkan.3) NPWPD diisi dengan Nomor Pokok wajib Pajak Daerah yang diberikan oteh Dinas pendapatan

Keuangan dan Asset Daerah.
4) HURUF A Diisi oleh pengusaha Hiburan

Angka i s.d angka 7 Cukup Jelas
5) HURUF B Diisi oleh Pengusaha Hiburan Self Assesment (wajib pajak yang

MenghitungiMenetapkan Sendiri pajaknya).
Huruf a Diisi dengan Masa pajak yaitu Masa/Buran pajak berkenaan.

contoh: pajak yang dibayarkan untuk buran oktober 2012.
Huruf b Dasar pengenaan (Jumrah pembayaran yang diterima) yaitu

Jumrah Keseruruhan pembayaran yang diterima oreh
Pengusaha Hiburan untuk Buran yang terah dibayarkan
sebelumnya.

r
I

2011.
Huruf c Tarif Pajak adalah Tarif pajak Hiburan

Daerah Kabupaten Samosir Nomor
Pajak Daerah yaitu :

diterima oleh
s/d Nopember

sesuai dengan Peraturan
11 Tahun 2011 tentang

gedung ditetapkan

gedung

ditetapkan

Contoh: Jumlah Keseluruhan pembayaran yang
Pengusaha Hiburan untuk Bulan Oktober

. Tontonan film dengan menggunakan
sebesar 20o/o (dua puluh persen);

. Tontonan film dengan tidak menggunakan
ditetapkan sebesar 1O% (sepuluh persen);

. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana
sebesar 10% (sepuluh persen);

' Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ditetapkan
sebesar 10% (sepuluh persen);

. pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
' Diskotik, karaoke, krab maram, dan sejenisnya ditetapkan

sebesar 25 % (dua puluh lima persen);

' sirkus, akrobat, dan surap ditetapkan sebesar 10% (sepuruh
persen);

' permainan biryar, gorf, dan boring ditetapkan sebesar 20%
(dua puluh persen);

. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan
ketangkasan ditetapkan sebesar 2o% (dua puruh persen);r panti pijat, refreksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran
(fitness center) ditetapkan sebesar 20oh (dua puruh persen);o pertandingan orahraga ditetapkan sebesar 10% lseputurrpersen);

' pageraran kesenian rakyat/tradisionar ditetapkan sebesar 5o/o (lima persen).
Huruf d Pajak rerutang adarah Hasir perkarian antara Dasar pengenaan

(Jumlah pembayaran yang diterima) dikari deng an Tarif pajak
Hiburan



-_________:!

C. PERNYATAAN
Dengan menyadari t
undangan yang berlaku' saya atau y"ng i"y, beri kuasa r"nyrt"t 

"n 
apa yang telah kami beritahukan tersebut diatasbeserta lampiran - lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

D. DIISI OLEH PEIIJ6ASFMRIMA
Tata carp.$rnitunga

L_J Official Assesment (dihituno dan ctireran

n

h

5

n



Contoh:JumlahKeseluruhanPembayaranyangditerrmaoleh
PengusahaHiburanDiskotikmulaiBulanoktobers/d
Bulan Nopember 2011 adalah sebagai berikut '

Oktober : Rp. 2.500.000,-

Nopember , RP 1.500.000'-

Total Rp. 4.000 000,-

Dasar Pengenaan Pajak Bulan Oktober s/d Bulan Nopember =

Rp. 4.0OO.OOO,- sedangkan Tarif Pajak Hiburan Diskotik = 25 o/o

maka Pajak yang Terutang = Rp 4'OO0'000'- x 25 o/o = RP'

1.000.000.-

Angka 2 Dllsl o"ngEn Jr*lah Pembayaran dari Pajak Hiburan Terutang untuk

Masa/Bulan Yang akan dibaYarkan

Huruf a s/d d cukuP jelas

Diisi oleh pengusaha Hiburan Official Assesment (Jumlah Ketetapan Pajak

Ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah)

Angka 1 Diisi dengan Masa/Bulan Pajak yang akan dibayarkan Pajak Hiburan

6) HURUF C

7) HURUF D

8) HURUF E

TerutangnYa.

Angka 2 Diisi dengan Dasar Pengenaan (Jumlah

Jumlah Keseluruhan Pembayaran yang

untuk Bulan yang akan dibayarkan Pajak

Cukup Jelas
Cukup Jelas

Pembayaran Yang diterima) Yaitu

diterima oleh Pengusaha Hiburan

Hiburan TerutangnYa.



ALAMAT
NPWPD

6. CONTOH SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

ANGGAL JATUH TEMPO

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank ..........No. Rekening... ........lBendaharapenerimaanpada

Apabila sKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah sKpD diterima atau (tanggal jatuh
tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perburan

KEPALA

)

NIP.



7. CONTOH SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

ANGGAL JATUH TEMPO
Berdasarkan Peratu ran perunda ng-u-66 1-1 gs 6 pJ!f,jf,ffi Daerah, telah dilaksanakan penelitian
atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Kode Rekening Pajak : ...
Nama Pajak : .,
Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut
berikut :

1. Dasar Pengenaan
2. Pajak yang terutang

diatas, perhitungan jumlah

dan / atau pemeriksaan

dibayar adalah sebagaiyang masih harus

Rp.
Rp.3. Kredit Pajak

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya
b. Setoran yang dilakukan
c. Lain-lain
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)

! Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2_3 d)5. Sanksi Administrasi
a. Bunga
b. Kenaikan
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)

6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5 c)

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp
Rp

ngan Huruf

PERHATIAN
1. Harap penyetoran

Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPDKB diterima atau (tanggal jatuh
tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunqa sebesa r 2 ok oerburan

KEPALA

(

NIP

Potong Disini
TANDA TERIMA

NAMA
ALAMAT
NPWPD

Nomor Urut

(..

dilakukan pada Bank ............No. Rekening... ........ tBendahara penerimaan pada



8. CONTOH SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

.:1:i.'

\>'"'l .

,,1#"/o,

PEMERINT PATE
SAMOSIR

DINAS
Jl

Tep/Fax

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
KURANG BAYAR TAMBAHAN

(SKPDKBT)

Nomor Urut

ALAMAT
NPWPD
TANGGAL JATUH TEMPO

Berdasarkan Peratu ra n perundang-und-ngan perpalakan Daerah, telah dilaksanakan penelitian dan / atau pemenksaan
atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban
Kode Rekening Palak
Nama Pajak 

.

Dari pemeriksaan atau keterangan
berikut :

tain terseout J atus, perr'ritungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai

1. Dasar Pengenaan
2 Pajak yang terutang
3 Kredit Pajak :

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya
b Setoran yang dilakukan
c. Lain,lain
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)
Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak
Sanksi Administrasi
a Bunga
b. Kenaikan
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)
Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5 c)

Tambahan (2-3 d)

Dengan Huruf

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank .. / Bendahara Penerimaan pada

Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paltng lama 30 hari setelah SKpDKB diterima atau (tanggal
jatuh tempo) drkenakan sanksi agministrasi berupa bunga sebesa r 2 ok perbulan

... Potong Disini .

TANDA TERIMA

Nomor Urul



9. CONTOH SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

ALAMAT
NPWPD
TANGGAL JATUH TEMPO

Kode Rekening Pajak
Nama Pajak
Dari penelitian dan / atau pemeriksaan tersebut diatas,
berikut :'1 Pajak yang kurang dibayar
2. Sanksi Administrasi

a. Bunga
3. Jumlah yang masih harus dibayar (j + 2 a)

Berdasarkan Peraturan perundang-undangan perpajakan
atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Daerah, telah dilaksanakan penelitian dan / atau pemeriksaan

perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai

Rp.

Rp. _
Rp

..... / Bendahara penerimaan pada

setelah STPD diterima atau (tanggat jatuh

Kepala

(

NIP

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank No. Rekening....

Apabila STPD ini tidak atau kurang bayar rewat waktu paring rama 30 hari
tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesa r 2 ok perburan

Potong Disini......
TANDA TERIMA

Nomor Urut

i.ng Na"n"ri- 
2oo

NAMA
ALAMAT
NPWPD



CONTOH FORMULIR SSPD

Nama

Alamat

NPWPD

Menyetor berdasarkan")

SSPD
(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)

TAHUN.......

r-T_-l r-r-n
l-lsrnofsreol__lrain_rain
l-_]sxpor l-Jsprpo
l:lsxnoxe l*lsx pembetulan

Isxpoxer |-lsx Keberatan

Masa Pajak:......... 
Tahun pajak

penyetoran dilakukan pada Bank ... ... No Rekening... .. / Bendahara penerimaan

... ....Tahun

penyetor

I I I

No. Urut: ......

Jumlah (Rp)

)



Formulir ini terdiri dari 4 (empat) lembar,
Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset
untuk Bendahara Penerimaan,
lsilah SSPD ini dengan huruf cetak kapital

PETUNJUK PENGISIAN SSPD

Lembar 1 diserahkan ke Wajib pajak, Lember 2 untuk
Daerah, Lembar 3 untuk Kas Daerah/Bank, Lembar 4

atau diketik.

CARA PENGISIAN:

1) Tahun diisi dengan Tahun Pajak'
2) Nama diisi dengan Nama Penyetor pajak Terutang.
3) Alamat diisi dengan Alamat Penyetor pajak Terutang.
4) NPWPD diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang diberikan oleh Dinas pendapatan,

Keuangan dan Asset Daerah.
5) .) Beri Tanda { pada Kotak sesuai Ketetapan yang dimiliki.
6) Masa Pajak diisi dengan Masa/Bulan pajak yang disetor.
7) Tahun Pajak diisi dengan Tahun pajak yang disetor.
8) Nomor Urut diisi dengan Nomor Urut SSpD.
9) Pada Kotak No diisi dengan Nomor Urut.
10)Pada Kotak Kode Rekening diisi dengan Kode Rekening pajak.
11)Pada Kotak Jenis Pajak diisi dengan Jenis pajak yang akan disetor.
12)Pada Kotak Jumlah diisi dengan Jumlah pajak yarrg akan disetor.
'13)Pada Kotak Kas Daerah/Bank diisi dengan Cap/Register/Tanda Tangan petugas Bank.
14)Pada Kotak Bendahara Penerimaan diisi oleh Bendahara Penerimaan tanggal diterima dan tanda

tangan.
15)Pada Kotak Penyetor diisi oleh penyetor lengkap dengan tanda tangan.

SPESIFIKASI TEKNIS : PENCETAKAN FORMULTR SSeD RANGKAe 4 (EMeAT)
MENGGUNAKAN KERTAS TIPIS CARBONIZED PUTIH DENGAN
UKURAN FOLIO (21,5x 33 cm)



11. CONTOH PERMOHONAN ANGSURAN

Tahun...........

Nomor
Perihal : Permohonan Angsuran Yth.

Kepada
Kepala

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan

Nama
Alamat

dibawah ini :

Kabupaten Samosir
di-

Tempat

Tetp...
bertindak untuk dan atas nama
Nama /Merk Usaha
Alamat

Pajak
Urut

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya
disetor dengan cara angsuran sebanyak ............ ( , )
dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal

Rincian Angsurann
Tanggal Penyetoran

Tgl .

Tgl. .

Tgl. ..

Tgl ..

Alasan Pengajuan Permohonan Angsuran :

Mengakui masih mempunyai Hutang atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD-) Bulan
Nomor berjumlah Rp

Hutang Pajak tersebut diatas dapat
kali dengan masing-masing tersebut

Jumlah Angsuran
Rp. ...
Rp. ..

Rp. ...
Rp....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
WAJIB PAJAK/KUASA

.) Coret yang tidak perlu



12. CONTOH PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Tahun

: Permohonan Penundaan
Pembayaran

Kepada :

Yth. Kepala

Kabupaten Samosir
di-

Tempat

Dengan hormat,

Nama
Alamat

Yang bertanda tangan dibawah ini .

bertindak untuk dan atas nama
Nama /Merk Usaha
Alamat

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Penundaan Pembayaran atas

sKPD/SKPDrglsrpoKBT/sTPD.) dengan Nomor Urut yang akan Jatuh

Tempo tanggal. agar kiranya tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

dapat ditunda hingga tanggal
Alasan Pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran ini :

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
WAJIB PAJAK/KUASA

*) Coret yang tidak Perlu



13. CONTOH SURAT PENOLAKAN

PEMERINTAH IGBUPATEN SAMOSIR
DINAS

JL.

Pang
Kepa

Yth. Sdr

Tempat

SURAT PEM BERITAH UAN PENOLAKAN ANGSU RAN/PEN UNDAAN
PEMBAYARAN -)

Nomor : ................

Sesuai dengan Surat Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran *)

Saudara tertanggal .. Nomor dan
berdasarkan Penelitian kami di lapangan, bahwa Permohonan Saudara tidak dapat
dikabulkan dengan alasan :

1.

di-

2.

3.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

An. BUPATI SAMOSIR
KEPALA

NIP*) Coret yang tidak perlu



14, CONTOH SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

PEMERINTAH I(ABUPATEN SAMOSIR
DINAS ...............................r....................r

JL.

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama
Alamat

Bertindak dan atas nama
Nama
Alamat

Dengan ini menyatakan, bahwa saya akan melunasi pajak rerutang atas :

a. SKPD No. .. Tgl . .

b. SKPDKB No. .. Tgl ...
c. SKPDKBT No. .. Tgl ..
d. STPD
dengan cara mengangsur sebanyak .. kali angsuran.

Pembayaran Angsuran .

Angsuran Biaya Adm/
Pokok Bunqa

a. Tgl. .... Angsuran ke I Rp.
b. Tgl .... Angsuran ke ll Rp.
c. Tgl .... Angsuran ke ltl Rp.
d. Tgl. .... Angsuran ke lV Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Jumlah
Angsuran
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Jika Pernyataan Pembayaran pada Poin 1 diatas tidak saya penuhi, maka Penagihan dilakukan
dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

Tahun...

WAJIB PAJAK/KUASA



15. CONTOH SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
Alamat

Bertindak dan atas nama
Nama
Alamat

1. Dengan ini memberikan Persetujuan Penundaan Pembayaran pajak Terutang kepada :

Nama
Alamat
Objek Pajak
Alamat Objek Pajak
atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT .) Nomor Urut Jatuh Tempo tanggal

. sampai dengan tanggal:uengan atasan :

1.

t

Jika Persetujuan Pembayaran sebagaimana dimaksud Poin 1 diatas tidak dipenuhi, maka
Penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu..

Tahun ......

Mengetahui dan Menyetujui,
An. BUPATI SAMOSIR

KEPALA

NIP.
*) Coret yang tidak perlu



16. CONTOH SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS ..r.....o.................................................

JL.

Pangururan, .......
Kepada

Yth. Sdr

Tempat

SURAT PEMBERITAH UAN PERSETUJ UAN ANGSU RAN/PENU NDAAN
PEMBAYARAN -)

Nomor

Sesuai dengan Surat Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran *)

Saudara tertanggal .. Nomor dan
berdasarkan Penelitian kami di lapangan, bahwa Permohonan Saudara dikabulkan
dan untuk selanjutnya diharapkan kehadiran Saudara untuk menandatangani Surat
Perjanjian Angsuran/mengambil Surat Persetujuan Penundaan Pem bayaran.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

An. BUPATI SAMOSIR
KEPALA

NIP.

20..

di-

-) Coret yang tidak perlu



17. CONTOH SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS ......r.rr.r.

Pangururan .......20.....
Kepada

Yth. Sdr
di-

Tempat

SURAT TEGURAN
Nomor

Menurut Pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai
berikut :

Jenis Pajak Tahun

Nomor dan Tanggal SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD,

SK Keberatan, SK
Pembetulan, SK Putusan

Bandinq *)

Tanggal Jatuh
Tempo

Jumlah
Tunggakan (Rp)

Jumlah

Dengan

Untuk mencegah tindakan Penagihan dengan Surat Paksa berdsarkan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, mak diminta kepada Saudara agar melunasi Jumlah
Tunggakan sebagaimana tersebut diatas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini.

.Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera
melaporkan kepada Kami.

Tahun

JL.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM
WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH
TANGGAL SURAT TEGURAN INI,
SESUDAH BATAS WAKTU ITU
TINDAKAN PENAGIHAN AKAN
DILANJUTKAN DENGAN
PENYERAHAN SURAT PAKSA.

KEPALA

NIP



18. CONTOH SURAT PAKSA

PEMERINTAH I(ABUPATEN SAMOSIR
DINAS aaaaaaaaaaaoaaaataaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaraa

JL.

SURAT PAKSA
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,

Nama Wajib Pajak
NPWPD
Alamat

Menu k Paiak seba

Dengan

Dengan

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar Jumlah Tunggakan pajak
tersebut ke Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset daerah atau
Bank/Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir ditambah dengan Biaya Penagihan dalam
Jangka Waktu 24 setelah Pemberitahuan Surat paksa ini.

2, Memerintahkan kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita yang lain
yang ditunjuk untuk melanjutkan Pelaksanaan Surat Paksa untuk melaksanakan Penyitaan atas
barang-barang milik Wajib Pajak/Penaggung Pajak, apabila dalam waktu 2x24 Jam Surat paksa
ini tidak dipenuhi.

20 ......

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM
WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH
MENERIMA SURAT PAKSA INI,
SESUDAH BATAS WAKTU ITU,
TINDAKAN PENAGIHAN AKAN
DILANJUTKAN DENGAN PENYITMN.

An. BUPATI SAMOSIR
KEPALA

mana tercantum dibawah ini :

Jenis Pajak Tahun
Nomor dan Tanggal SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, SK Keberatan, SK
Pembetulan, SK Putusan Bandino ")

Jumlah Tunggakan
(Rp)

Jumlah

NIP



19. CONTOH BERITA ACARA PELAKSANAAN SURAT PAKSA

Pada hari ini ...... tanggal ........ bulan
Kepala

tahun
yang beralamat

.. atas permintaan
di Jalan Rianiate

KM. 5,5 Pangururan, saya Juru Sita Pajak Daerah pada
Kabupaten Samosir yang beralamat di Jalan Rianiate KM. 5,5 Pangururan.

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara
Bertempat tinggal di berkedudukan sebagai

r.*,,t,n s,,"i p,x," i",',:iii,';:Rili:??:flil:;ft*XXi'1il',X;J$:,:[iJr"'!f'.117
waktu 2 x 24 Jam harus memenuhi isi Surat Paksa, dan oleh karena itu harus menyetor ke
Bendahara Penerimaan Dinas sebanyak Rp.

dengan tidak mengurangi Kewajiban untuk membayar Biaya-Biaya Penagihan ini

dan Biaya selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta
bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak akan di Sita dan
di Jual dimuka umum dan hasil Penjualannya digunakan untuk membayar Hutang Pajak, Denda,
Bunga dan Biaya-Biaya yang berhubungan dengan Pelaksanaan Penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN.

Saya Juru Sita Pajak Daerah, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib
Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/bertempat tinggal di

disebabkan

Yang Menerima Salinan Surat Paksa Juru Sita Pajak Daerah

Jabatan NrPl

Biaya Pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :

1. Biaya Harian Juru Sita
2. Biaya Perjalanan

Jumlah

Rp. .

Ro
Rp



20. CONTOH LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS ........................r.....r.!....

JL.

Pangururan,..... ...,..20.....
Kepada

Yth. Bupati Samosir
di-

Tempat

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA
Nomor: .

ljlTlyriib pajak/penass uns pajak
NPWPD
Alamat

Pelaksanaan
1' Penyerahan Sarinan surat paksa diraksanakan pada tanggar2. Berita Acara pelaksanaan Surat-paksa tertampir3. Hutang Pajak sebagai berikut :

Datarnengenai Wajib pajak/penanggung pajak
A. Pengajuan/penyelesaian Surat"fteberatan

No. dan Tot
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/
STPD/ SK pembetutan/SK

Keberatan/putusan Banding

Jumlah
Pajak
Yang
Masih
Harus

Dibayar

Jumlah pajak
Yang telah Dibayar

Jumlah pajak
Yang Masih Harus

Dibayar

Menurul
Surat
Paksa

Menurut
Surat
Paksa

No. dan Tgl
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/
STPD/ SK pembetutan/SK

Keberatan/Putusan Bandi

Penyelesaian SuEt Xeoeratan

Tgl Diterima/Ditotak

Objek Sita
1, Jenis Barang Bergerak Terletak di . Taksiran Harga

Rp.. ...
Rp. . . ....



2. Jenis Barang Tidak Bergerak Terletak di : Taksiran Harga
Rp. .... ............
Rp. .................
Rp. ........
Rp. ............ ...

Kesan-kesan dan Usul Juru Sita

Mengetahui,

20.

JURU SITA PAJAK DAERAH
KEPALA

NIP.



21. CONTOH SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN SITA

PEMERINTAH I(ABUPATEN SAMOSIR
DINAS ...........i.....................................o..o....
JL. ..

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN
NOMOR :

Oleh karena Wajib

Nama
NPWPD
Alamat

Pajak/Penanggung Pajak

Kepada siapa telah dilakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Nomor
tanggal hingga saat ini belum melunasi Jumlah Pajak yang masih
harus dibayarkannya, maka dengan ini diperintahkan kepada :

Nama
NIP
Jabatan :Juru Sita Pajak Daerah pada Dinas

Kabupaten Samosir

Untuk melaksanakan Penyitaan Barang-Barang (Barang Bergerak dan atau Barang Tidak Bergerak)
Milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat Wajib Pajak/Penanggung
Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara lndonesia yang telah
mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Penyitaan supaya disampaikan paling lambat ............. hari.

20

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU
14 (EMPAT BELAS) HARI SETELAH
DILAKSANAKAN PENYITAAN, SESUDAH
BATAS WAKTU ITU KAMI AKAN
MENGAJUKAN PERMINTAAN KEPADA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG AGAR BARANG BARANG
YANG TELAH DISITA DIJUAL DIMUKA
UMUM

An. BUPATI SAMOSIR
KEPALA

NIP,



22. CONTOH BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

PEMERINTAH I(ABUPATEN SAMOSIR
DINAS

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA
NOMOR : .....

Pada hari ini ......... . tanggal . bulan tahun
atas Kekuatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kepala

yang berdomisili di Kantornya Jalan Rianiate KM. 5,5 Pangururan berdasarkan Surat Paksa yang
dikeluarkan pada tanggal Nomor ...yang telah
diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah ini,
maka saya Juru Sita Pajak Daerah, berdomisili di ....... ....... dengan dibantu 2 (dua)
orang saksi Warga Negara lndonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau yang
telah dewasa dan dapat dipercaya yaitu :

Pekerjaan
Pekerjaan

Telah datang di Rumah/Perusahaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama
NPWPD
Alamat

Untuk Melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksu atas Barang-Barang Milik Wajib Pajak/Penanggung
Pajak karena yang bersangkutan masih Menunggak Pajak tersebut dibawah ini .

Jenis Pajak Jumlah Yang Masih Harus Dibayar

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian Barang-Barang yang telah Disita adalah sebagai
berikut :

1. Jenis Barang Bergerak Taksiran Harga
Rp.
Rp .. ...

JL.

1

2

Terletak di :

Jenis Barang Tidak Bergerak

Rp.
Rp.
Rp
Rp

r Pcnrritaan tidak r{an:t dilekr rkqn karonc '

Terletak di :



Wajib Pajak Juru Sita Pajak Daerah

NIP

Saksi-Saksi
1 ( .. )

()



23. CONTOH PERMINTAAN PELAKSANAAN LELANG

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

......./ /DtsPENKAt....t2o...
Penting yth.
1 (satu) berkas
Permintaan pelaksanaan
Lelang Barang-Barang Sitaan
atas Tungqakan paiak

Pangururan,..... .20......
Kepada
Kepala KPKNL
di-

Tempat

Bersama
Barang-Barang
Acara Sita yang
Nama
NPWPD
Alamat
yang telah

ini kami mohon kesediaan Saudara untuk
Sitaan atas Tunggakan pajak sebagaimana
telah kami laksanakan kepada Wajib pajak 

:

Melaksanakan Lelang
terlampir dalam Berita

Kabupaten Samosir untuk dilelang di
Kami harapkan agar Lelang

dalam waktu dekat, dan mengenai
seminggu sebelumnya.

menunggak Pajak Daerah sebesar Rp (

) kepada Pemerintah

(

muka umum.
sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan

kepastian Pelelangan dapat kami beritahukan

dapat menutupi Hutang Pajak
Adapun Pelaksanaan Lelang tersebut agar

ditambah Biaya-Biaya penagihan lainnya sebeslr Rp

Demikian disampaikan d;; ;lrr' k;rr".rr"nv" 
)jir.rpr."n 

terima kasih.

KEPALA

NIP.

PEMERINTAH TGBUPATEN SAMOSIR
DINAS ...............r..o...............r.........r....1.......

JL.



24. CONTOH SURAT PENCABUTAN SITA

Yth

PEMERINTAH I(ABUPATEN SAMOSIR

di-
Tempat

SURAT PENCABUTAN SITA
Nomor: ................ .

Sehubungan Saudara telah melunaskan Tunggakan-Tunggakan Pajak, maka penyitaan atas Barang-
Barang Milik Saudara yang telah dilaksanakan tangga-l'
DICABUT. 

ata yatrg teralr allaKsanaKan langgal .,............. dengan ini

Demikian disampaikan untuk maklum.

20.......

An. BUPATI SAMOSIR
KEPALA

NIP

Tembusan :

1. Fungsi Penagihan;
2. Juru Sita.



25, CONTOH SURAT PENCABUTAN PENGUMUMAN LELANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS .......................o.rr...........r..............r.
JL. ..

Pangururan ......20.....
Kepada

Yth.
di-

Tempat

SURAT PENCABUTAN PENGUMUMAN LELANG
Nomor : ................

oleh karena saudara telah melunasi Hutang pajak Daerah sesuai dengan
Penyitaan tanggal Nomor .......
Pengumuman Lelang DICABUT.

Demikian disampaikan untuk maklum.

An. BUPATI SAMOSIR
KEPALA

NIP

1. Kepala KPKNL;
2, Fungsi Penagihan;
3. Juru Sita.

Surat Pencabutan
maka dengan ini

20



26. CONTOH BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS

JL.

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN
NOMOR

Pada hari ini ............. tanggal ....... bulan ...... tahun
berdasarkan Surat Perintah

tanggal bulan
Kepala

tahun
Nomor yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Kabupaten Samosir dalam hal ini berkantor di dan
berdasarkan Surat Pencabutan Penyitaan dan Berita Acara Sita yang telah dibuat, maka saya Juru
Sita Pajak Daerah yang berdomisili di ............. ...... dengan dibantu 2
(dua) orang saksiWarga Negara lndonesia yaitu .

1. Pekerjaan
2. Pekerjaan
telah datang ke Rumah/Perusahaan Penanggung Pajak bernama : ..........
bertempat tinggal di ......... untuk melaksanakan Pencabutan Penyitaan
Barang-Barang Milik Penanggung Pajak, karena yang bersangkutan telah melunasi Hutang Pajak
yang tercantum dalam tanggal
berjumlah Rp ........ ( )

Rincian Barang-Barang yang dicabut Surat Perintah Penyitaannya adalah .

1. Jenis Barang Bergerak Terletak di : Taksiran Harga
Rp. .. ..... ...... .

Rp. ............,.....
Rp. .................
Taksiran Harga
Rp. ....
Rp. ..................
Rp. ........

2, Jenis Barang Tidak Bergerak

Kepada Penanggung Pajak dan Penyimpan Barang telah dijelaskan, bahwa Barang yang telah di Sita
tersebut akan dicabut Surat Perintah Penyitaannya dan akan dikembalikan kepada yang berhak.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada Penyimpan Barang dan Penanggung Pajak.

Terletak di :

Penyimpan
Saksi

Juru Sita
1.

2.

NIP



27. CONTOH SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS ............................o.......o...rr.r.............
JL. ..

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGIJS
NOMOR : ..........

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang
diubah dengan Undang-Undang Nomor
Paksa, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak
NPWPD
Alamat

Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan
19 Tahun 2000 tentang Penagihan pajak dengan Surat

Untuk melunasi sekaligus Hutang Pajak sejumlah Rp. ...........
Menurut perincian sebagai berikut :

No. dan Tgl
SKPD/SKPDKBiSKPDKBTi
STPD/ SK Pembetulan/SK

Keberatan/Putusan B

Pada hari ini ............. .... tanggal bulan

An. BUPATI SAMOSTR
KEPALA

NIP.
-) Coret yang tidak perlu

)

tahun

20.......

Tgl. Jatuh Tempo
Pembayaran



28.CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

20.....
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

: Penting
Kepada

Yth. Bupati Samosir
Cq. Kepala

: Permohonan Pengurangan atau
Penghapusan Administrasi dan
Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Paiak

Tempat

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola
Alamat

Bertindak untuk dan atas nama

Nama/Merk Usaha
NPWPD
Alamat

Kami mengajukan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Administrasi dan
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD.) No

.....,...... Bulan ... Tahun ..... Jumlah Rp....

Dengan alasan

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih,

Hormat kami,
PEMOHON

.) Coret yang tidak perlu

di-



29.CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN
KETETAPAN PAJAK

PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN

PEMERINTAH I(ABUPATEN SAMOSIR
DINAS ...............................r.........................

JL, ..

KEPUTUSAN KEPALA ..............
NOMOR r................

TENTANG

PENOLAKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK-)

Membaca : Surat Permohonan Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD

Menimbang

Mengingat

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menolak Surat Permohonan Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD
Dengan Alasan

KEDUA

KETIGA

Memenuhi Pembayaran sesuai dengan surat Ketetapan yang diterima.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

An. BUPATI SAMOSIR

.) Coret yang tidak perlu

KEPALA



T KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS ...................'...r..............r.....o..........o.

JL.

KEPUTUSAN KEPALA .;............
NOMOR r.....;..........

TENTANG

NGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ")

: Surat Permohonan Nomor ..... .........
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD

bang

ngat

MEMUTUSKAN

netapkan

KESATU Menerima Surat Permohonan Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD
Dengan Alasan

KEDUA
KETIGA

Memenuhi Pembayaran sesuai dengan Surat Keputusan ini.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ........... .

pada tanggal ......

An. BUPATI SAMOSIR
KEPALA

*) Coret yang tidak perlu

NIP.



CONTOH PERMOHONAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

: Penting

: Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Paiak

i"p.o"' 
20 """

Yth. Bupati Samosir
Cq. Kepala Dinas Pendapatan,
Keuangan dan Asset Daerah

di-
Tempat

hormat,

i dengan Perhitungan Kembali Pajak Terutang yang telah kami bayarkan terdapat kelebihan
bayaran atas SKPD/STPD *) Nomor ....... tanggal ............. .., kami mohon

hormat kepada Bapak untuk membayar Kelebihan Pembayaran :

rk Usaha

ikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Hormat kami,
WAJIB PAJAK/KUASA

*)Coret yang tidak perlu



32, CONTOH SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

ANGGAL JATUH TEMPO
Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Kode Rekening Pajak :

Nama Pajak .

Dari pemeriksaan atau keterangan
berikut :

1 Pajak yang terutang
2. Kredit Pajak

Daerah, telah dilaksanakan penelitian dan / atau pemeriksaan

fuin t"r."Ort Jiatas pernitunfan lumtan yang masih harus dibayar adalah sebagai

Rp

a. Setoran yang dilakukan
b Lain-lain
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke Tahun yang

akan datang
d. Jumlah Pajak yang dapat di kreditkan (a + b - c)
Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak Tambahan (1

Sanksi Administrasi
a. Bunga
b. Kenaikan
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)
Jumlah yang masih harus dibayar (3 + 4c)

Rp
Rp

Rp

aJ

4

Rp
- 2d)

Rp
Rp

Rp

Rp
Rp

Potong Disini..
TANDA TERIMA

Nomor Urut
NAMA
ALAMAT
NPWPD

200
Yang Menerima



CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

JL.

KEPUTUSAN KEPALA
NOMOR :-....................;!...........

TENTANG

PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

: Surat Permohonan Nomor
Tanggal ....
Atas Nama
Alamat
NPWPD

MEMUTUSKAN

: Menolak Sural Permohonan Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD
Dengan Alasan

Memenuhi Pembayaran sesuai dengan surat Ketetapan yang diterima.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

An. BUPATI SAMOSIR
KEPALA

*)Coret yang tidak perlu



CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

PEME
DINAS

RINTAH KABUPATEN SAMOSIR

JL.

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEPUTUSAN KEPALA ..............

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Surat Permohonan Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD

MEMUTUSKAN

Menerima Surat Permohonan Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD
Dengan Alasan

Memenuhi Pembayaran sesuai dengan Surat
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini.
dalam Surat Keputusan ini akan

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA
An. BUPATI SAMOSIR

NIP

-) Coret yang tidak perlu

Diundangkan di Pangururan
tanggal 3 }JA

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto
MANGINDAR SIMBOLON

2012

ARIS DAERA ABUPATEN,

. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NlP. 19570622 198603 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2012 NOMOR 11 sERt I r.rOllon u)


